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ABSTRAK 

 

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak sudah sering 

terjadi. Kondisi yang demikian menimbulkan keprihatinan warga masyarakat, sehingga perlu 

segera ditanggulangi, baik oleh segenap aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun 

segenap lapisan masyarakat. Salah satu kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh 

anak di bawah umur (17 tahun) yaitu dilakukan oleh Aldi Saputra Als Aldi Bin Arisman Saputra. 

Tempat kejadian perkara di Jl. Parit Indah Kelurahan Tangkerang Labuai. Kecamatan Bukit 

Raya Pekanbaru pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar pukul 93.00 Wib, dalam 

wilayah hukum Polsekta Bulit Raya. 

Masalah pokok penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr dan 

bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian dengan 

kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif atau kepustakaan. 

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, artinya penulis mencoba memberikan gambaran 

secara rinci tentang penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr dan 

pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian dengan kekerasan yang 

dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr. 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa penerapan hukum terhadap 

Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-

Anak/2016/PN.Pbr, oleh Penuntut Umum digunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) 

ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan telah sesuai dengan ketentuan pidana materil yang berlaku dan 

syarat dapat dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang 

terungkap di persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu 

keterangan saksi-saksi dan barang bukti bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui 

perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa 

telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu 

yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana. 

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian dengan kekerasan 

yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr sudah tepat. 

Hakim dalam kasus ini memberikan putusan yang lebih ringan dibanding dengan tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum. Putusan tersebut dapat menjadikan perbaikan dalam hal ini perbaikan diri bagi 

para terdakwa yang tergolong masih Anak (Antara 12 Tahun dengan 18 Tahun). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Negara hukum adalah negara 

yang berlandaskan atas hukum dan yang menjamin keadilan bagi warganya. Maksudnya 

adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-

mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan 

mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya (Abu Daud Busroh dan Abubakar 

Busro, 1991:10). 

Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam 

suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suantu sanksi. Pelaksanaan hukum 

dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran 

hukum maka hukum harus ditegakkan (sudikno Mertokusumo, 1986:37). 

Pembangunan idan ipembinaan ihukum idi iIndonesia ididasarkan iatas iPancasila idan 

iUndang-Undang iDasar i1945, iyang idiarahkan iagar idapat imenciptakan ikondisi iyang ilebih 

ibaik, isehingga imasyarakat idapat imenikmati isuasana itertib idan iadanya ikepastian ihukum 

iyang iberintikan ikeadilan. iPeraturan ipokok ihukum ipidana iyang isampai isekarang imasih 

iberlaku idi iIndonesia iadalah iKitab iUndang-undang iHukum iPidana, iyang idiberlakukan 

iberdasarkan iUndang-Undang iNomor i1 iTahun i1946 ijunto iUndang-Undang iNomor i73 

iTahun i1958 itentang ipemberlakuan iKUHP iuntuk iseluruh iIndonesia. 

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan 

masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan 

perkembangan permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Bangsa Indonesia selain mengalami 

perkembangan secara pesat dalam bidang hukum semenjak orde baru berakhir, juga 



 

 

mengalami dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi tetapi disadari oleh 

masyarakat bahwa tidak selamnya itu membawa dampak yang positif, akan tetapi dapat 

membawa dampak negatif yang berakibat timbulnya suatu kejahatan. 

Sebuah semboyan mengatakan bahwa kejahatan timbul bukan karena ada niat dari 

pelakunya akan tetapi karena adanya kesempatan, dari kesempatan itulah kejahatan dapat 

terjadi. Mengenai masalah kejahatan dimana kejahatan tersebut sulit untuk diprediksi atau 

ditebak, kapan kejahatan itu akan timbul dan kapan kejahatan itu tiada. Apapun bentuk, jenis, 

besar maupun kecilnya kejahatan tersebut tetap berdampak buruk sebagai kejahatan yang 

dapat merugikan dan meresahkan masyarakat. 

Salah isatu ijenis ikejahatan iyang isering iterjadi idalam ilingkungan imasyarakat, iadalah 

itindak ipidana ipencurian idengan ikekerasan iyang idilakukan ioleh ianak idi ibawah iumur. iHal 

iini iyang icukup imemprihatinkan ibaik ipara iorang itua imaupun isegenap ilapisan imasyarakat, 

isehingga imemerlukan iperlakuan ikhusus idalam ipenegakan ihukum iyang ilebih 

imengedepankan iaspek iedukatif idan imental ikeagamaan. iTanpa iupaya iyang idemikian iitu 

imaka isulit idiharapkan ianak imemiliki iprospek ikehidupan iyang ibaik, ibahkan iada 

ikemungkinan iseorang ianak icenderung imemiliki isikap idan iperilaku iyang inegatif idan 

imeresahkan isemua iorang idi isekitarnya i(Andi iSiti iAsma iKurnia, i2014:1-2). 

Pengertian ianak idalam ikonteks iini imengacu ipada iPasal i1 iAngka i(1), iUndang-

Undang iNomor i35 iTahun i2014 itentang iPerubahan iatas iUU iNo i23 iTahun i2002 itentang 

iPerlindungan iAnak, iyang idimaksud idengan ianak iadalah iseseorang iyang ibelum iberusia i18 

i(delapan ibelas) itahun, itermasuk ianak iyang imasih iada idalam ikandungan. iPengertian iini 

imengandung imakna ibahwa ianak iadalah iamanah isekaligus ikarunia iTuhan iYME, iyang 

isenantiasa iharus idijaga ikarena idalam idirinya imelekat ihasrat, imartabat, idan ihak-hak 

isebagai imanusia iyang iharus idijunjung itinggi. iHak iasasi ianak imerupakan ibagian idari ihak 

iasasi imanusia iyang itermuat idalam iUUD i1945 idan iKonvensi iPBB itentang iHak-Hak iAnak. 



 

 

iDari isisi ikehidupan iberbangsa idan ibernegara, ianak iadalah imasa idepan ibangsa idan 

igenerasi ipenerus icita-cita ibangsa, isehingga isetiap ianak iberhak iatas ikelangsungan ihidup, 

itumbuh, idan iberkembang, iberpartisipasi iserta iberhak iatas iperlindungan idari itindak 

ikekerasan idan idiskriminasi iserta ihak isipil idan ikebebasan i( iM. iDeni iMareza iPutra, 

i2016:4). 

Tindak ipidana ipencurian idengan ikekerasan iyang idilakukan ioleh ianak isudah isering 

iterjadi. iKondisi iyang idemikian imenimbulkan ikeprihatinan iwarga imasyarakat, isehingga 

iperlu isegera iditanggulangi, ibaik ioleh isegenap iaparat ipenegak ihukum ikhususnya 

ikepolisian imaupun isegenap ilapisan imasyarakat. iTanpa iupaya iyang idemikian iitu, imaka 

isulit idiharapkan iuntuk idapat imencegah ianak imelakukan itindak ipidana ipencurian idengan 

ikekerasan i(Andi iSiti iAsma iKurnia, i2014:3). 

Anak iyang imelakukan itindak ipidana idalam ikonteks ihukum ipidana ipositif iyang 

iberlaku idi iIndonesia itetap iharus imempertanggungjawabkan iperbuatannya, inamun 

idemikian imengingat ipelaku itindak ipidana imasih idi ibawah iumur imaka iproses ipenegakan 

ihukumnya idilaksanakan isecara ikhusus i(M. iDeni iMareza iPutra, i2016:5). iSalah isatu ikasus 

ipencurian idengan ipemberatan iyang idilakukan ioleh ianak idi ibawah iumur i(17 itahun) iyaitu 

idilakukan ioleh iAldi iSaputra iAls iAldi iBin iArisman iSaputra. iTempat ikejadian iperkara idi 

iJl. iParit iIndah iKelurahan iTangkerang iLabuai. iKecamatan iBukit iRaya iPekanbaru ipada ihari 

iSenin itanggal i26 iOktober i2015 isekitar ipukul i03.00 iWib, idalam iwilayah ihukum iPolsekta 

iBulit iRaya i(Putusan iNomor: i05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr). 

Dalam perkara pidana Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr hakim Pengadilan 

Negeri Pekanbaru memberikan putusan sebagai berikut: 

1. Menyatakan anak Aldi Saputra Als Aldi Bin Arisman Saputra terbukti secara sah dan 

meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan",  



 

 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Aldi Saputra Als Aldi Bin Arisman Saputra denga 

pidana penjara selama 6 (enam) bulan 

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari 

ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena anak melakukan tindak 

pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun terakhir (Putusan Nomor: 

05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr). 

Berdasarkan uraian idi iatas, ipenulis itertarik imelakukan ipenelitian idengan ijudul: 

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang 

Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr)". 

 

B. Masalah Pokok. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan identifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-

Anak/2016/PN.Pbr ? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian 

dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-

Anak/2016/PN.Pbr ? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian  

a. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah pokok yang telah penulis kemukakan, tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-

Anak/2016/PN.Pbr 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian 

dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-

Anak/2016/PN.Pbr. 

b. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis dapat diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang hukum 

pidana, khususnya tentang keberadaan saksi mahkota dalam tindak pidana. 

2. Selanjutnya bagi almamater tempat dimana penulis menimba ilmu, penelitian ini 

diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa 

serta bagi calon peneliti lain yang bermaksud akan melakukan penelitian pada bidang 

yang sama. 

3. Memberikan gambaran yang lebih rinci tentang penerapan dan pertimbangan hukum 

hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 

anak dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr. 

4. Untuk melengkapi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Islam Riau. 

 

 



 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Tujuan idari pada ihukum iadalah iterciptanya isuatu ikedamaian iyang ididasarkan ipada 

ikeserasian iantara iketertiban idengan iketenteraman. iTujuan ihukum itersebut ibarulah iakan 

itercapai, iapabila ididukung ioleh itugas ihukum, iyakni ikeserasian iantara ikepastian ihukum 

idengan ikesebandingan ihukum, isehingga imenghasilkan ikeadilan. i 

Tiga iperanan iutama ipada isetiap imasyarakat ihukum iadalah : 

a. Sebagai isarana ipengendalian isosial. 

b. Sebagai isarana iuntuk imemperlancar iproses iinteraksi isosial. 

c. Sebagai isarana iuntuk imenciptakan ikeadaan itertentu i(Soerjono iSoekanto, i2006:86-

89). 

Menurut iSudikno iMertokusumo iperanan ihukum iadalah imenciptakan itatanan 

imasyarakat iyang itertib, imenciptakan iketertiban idan ikeseimbangan. iDengan itercapainya 

iketertiban idalam imasyarakat idiharapkan ikepentingan imanusia iakan iterlindungi i(Sudikno 

iMertokusumo, i2003:77). 

Hukum iitu idibuat iagar imasyarakat idapat imenjalankan iseluruh ikehendaknya idengan 

ibertanggung ijawab. iHukum iitu imempunyai isifat imengatur idan imemaksa, iia imerupakan 

iperaturan-peraturan ihidup ikemasyarakatan iyang idapat imemaksa iorang isupaya imenaati itata 

itertib idalam imasyarakat iserta imemberikan isanksi iyang itegas i(berupa ihukuman) iterhadap 

isiapa isaja iyang itidak imau ipatuh imenaatinya i( iCST. iKansil, i1992:1). 

Hukum iPidana idapat ididefenisikan idengan ibagian idari ikeseluruhan ihukum iyang 

iberlaku idi isuatu inegara, iyang imengadakan idasar-dasar idan iaturan-aturan iuntuk : 

a. Menentukan iperbuatan-perbuatan imana iyang itidak iboleh idilakukan, idilarang, 

idengan idisertai iancaman iatau isanksi iyang iberupa ipidana itertentu ibagi ibarang isiapa 

imelanggar ilarangan itersebut. 

b. Menentukan ikapan idan idalam ihal-hal iapa ikepada imereka iyang itelah imelanggar 

ilarangan-larangan iitu idapat idikenakan iatau idijatuhi ipidana isebagaimana iyang itelah 

idiancamkan. 



 

 

c. Menentukan idengan icara ibagaimana ipengenaan ipidana iitu idapat idilaksanakan 

iapabila iada iorang iyang idisangka itelah imelanggar ilarangan itersebut i(Moeljatno, 

i2000:1). 

 

Adapun pidana itu diartikan : 

 

a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa atau 

akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. 

b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang/badan yang mempunyai 

kekuasaan/wewenang.   

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut 

undang-undang (Aroma Elmina Marta, 2003:53). 

 

Mengenai tujuan pemidanaan terhadap kesalahan dalam kaitannya dengan tindakan 

prevensi kepentingan umum atau masyarakat, ada beberapa pendapat : 

a. Pidana sebagai pembalasan dalam terhadap kesalahan. 

 Penganut pendapat ini menyarankan bahwa pidana yang berat mempunyai pengaruh  

yang menakutkan, tidak hanya  terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga bagi mereka 

yang berbuat; mereka menjadi jera dan tidak akan melakukannya lagi. Pidana dianggap 

ultimatum remedium. 

b. Kesalahan sebagai pembatas. 

 Penganut pendapat ini beranggapan bahwa kesalahan tidak selalu sama besarnya dan 

tidak ada pidana yang ukurannya tepat dengan kesalahan. Kesalahan berfungsi sebagai 

pembatas untuk menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan.pembatas 

kesalahan ini harus pula dibatasi oleh tuntutan keadilan. Dengan pertimbangan-

pertimbangan untuk kepentingan prevensi, tidak boleh dijatuhkan pidana yang lebih 

berat daripada keadaan yang dipandang patut untuk kesalahan ( Aroma Elmina Marta, 

2003:59-60). 

Meskipun orang telah melakukan tindak pidana, masih harus ditentukan bahwa 

perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Yang memastikan perbuatan itu 

menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam 



 

 

dengan pidana sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat 

perbuatan tersebut (Andi Hamzah, 2008:6). 

Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum 

tentu merupakan suatu tindak pidana, mungkin saja merupakan suatu perbuatan yang berada 

dalam lapangan hukum perdata tapi baru masuk ke dalam lapangan hukum pidana apabila 

ada larangan oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana serta ditambah 

dengan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. 

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia menentukan bahwa seseorang baru 

dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah sesuai dengan 

rumusan dalam Undang-Undang hukum pidana, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) 

KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan 

aturan pidana dalam Perundang-Undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”  

Peristiwa ipidana iyang ijuga idisebut itindak ipidana iatau idelict iialah isuatu iperbuatan 

iatau irangkaian iperbuatan iyang idapat idikenakan ihukuman ipidana. iSuatu iperistiwa 

iperistiwa ihukum idapat idinyatakan isebagai iperistiwa ipidana ikalau imemenuhi iunsur-unsur 

ipidananya. iUnsur-unsur itersebut iterdiri idari: i( iR. iAbdoel iDjamali, i2010:175). 

a. Objektif, iyaitu isuatu itindakan i(perbuatan) iyang ibertentangan dengan ihukum idan 

imengindahkan iakibat iyang ioleh ihukum idilarang idengan iancaman ihukum. iYang 

idijadikan ititik iutama idari ipengertian iobjektif idisini iadalah itindakannya. 

b. Subjektif, iyaitu iperbuatan iseseorang iyang iberakibat itidak idikehendaki ioleh iundang-

undang. iSifat iunsur iini imengutamakan iadanya ipelaku i(seseorang iatau ibeberapa 

iorang) 

Dilihat idari iunsur-unsur ipidana iini, imaka isuatu iperbuatan iyang idilakukan ioleh 

iseseorang iharus imemenuhi ipersyaratan isupaya idapat idikatakan isebagai iperistiwa ipidana. 

iSyarat-syarat iyang iharus idipenuhi isebagai iperistiwa ipidana iyaitu : 



 

 

a. Harus iada isuatu iperbuatan. iMaksudnya, imemang ibenarbenar iada isuatu ikegiatan 

iyang idilakukan ioleh iseseorang iatau ibeberapa iorang. iKegiatan iini iterlihat isebagai 

isuatu iperbuatan itertentu iyang idapat idipahami iorang ilain isebagai isesuatu iyang 

imerupakan iperistiwa. 

b. Perbuatan iitu iharus isesuai idengan iapa iyang idilukiskan idalam iketentuan ihukum. 

iArtinya iperbuatan isebagai isuatu iperistiwa ihukum iyang iberlaku ipada isaat iitu. 

iPelakunya imemang ibenar-benar itelah iberbuat iseperti iyang iterjadi. iPelaku iwajib 

imempertanggungjawabkan iakibat iyang iditimbulkan idari iperbuatan iitu. 

c. Harus iterbukti iadanya ikesalahan iyang idapat idipertanggung- ijawabkan. iMaksudnya 

ibahwa iperbuatan iyang idilakukan ioleh iseseorang iatau ibeberapa iorang iitu idapat 

idibuktikan isebagai iperbuatan iyang idisalahkan ioleh iketentuan ihukum. 

d. Harus iberlawanan idengan ihukum. iArtinya, isuatu iperbuatan iyang iberlawanan 

idengan ihukum idimaksudkan ikalau itindakannya inyata-nyata ibertentangan idengan 

iaturan ihukum. 

e. Harus itersedia iancaman ihukumannya. iMaksudnya ikalau iada iketentuan iyang 

imengatur itentang ilarangan iatau ikeharusan idalam isuatu iperbuatan itertentu, 

iketentuan iitu imemuat isanksi iancaman ihukumannya. 

Sedangkan imenurut iKartanegara iyang idikutip ioleh iMarpaung imengemukakan 

ibahwa: iUnsur-unsur itindak ipidana iterdiri iatas iunsur iobyektif idan iunsur isubyektif. iUnsur 

iobyektif iadalah iunsur iyang iterdapat idi iluar idiri imanusia, iyaitu iberupa: 

a. Suatu itindakan. i 

b. Suatu iakibat, idan i 

c. Suatu ikeadaan i(omstandigheid) i(Laden iMarpaung, i2005:10). 

Kesemuanya iitu idilarang idan idiancam idengan ihukuman ioleh iundang-undang. 

iSedangkan iunsur isubyektif iadalah iunsur-unsur idari iperbuatan iyang idapat iberupa: i 



 

 

a. Kemampuan i(toerekenningsvatbaarhed). i 

b. Kesalahan i(schuld). i 

Ada juga tindak pidana/delik yang tidak dapat dipidana.  Adapun hal-hal yang 

menyebabkan hapusnya hak negara untuk menuntut pidana yaitu: 

1. Perbuatan pidana yang telah diputus dengan putusan yang telah  menjadi tetap. 

2. Sebab meninggalnya si pembuat. 

3. Sebab telah lampau waktu atau kadaluwarsa (verjaring) 

4. Sebab penyelesaian di luar Pengadilan (afkop). 

5. Sebab amnesti dan abolisi (Adami Chazawi, 2002:151). 

Salah isatu itindak ipidana iyang isering iterjadi idalam ilingkungan imasyarakat iadalah 

ikejahatan ipencurian iyang imenjadi isorotan idalam ipenelitian iini. iMencuri iberarti 

imengambil imilik iorang ilain isecara itidak isah iatau imelawan ihukum. iOrang iyang imencuri 

ibarang iyang imerupakan imilik iorang ilain idisebut ipencuri. iSedangkan ipencurian isendiri 

iberarti iperbuatan iatau iperkara iyang iberkaitan idengan imencuri.  

Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah : 

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang 

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena 

pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling 

banyak enam puluh rupiah”( Moeljatno, 2003:128). 

 

Pengertian pencurian menurut Soesilo sebagai berikut : 

Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk 

kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, 

dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau 

denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah. Ini adalah pencurian biasa dengan 

elemen-elemennya sebagai berikut:  

a. Perbuatan mengambil. 

b. Yang diambil harus sesuatu barang.  

c. Barang iitu iharus iseluruhnya iatau isebagian ikekayaan imilik iorang ilain. i 

d. Pengambilan iitu iharus idilakukan idengan imaksud iuntuk imemiliki ibarang iitu 

idengan imelawan ihukum i(melawan ihak) i(R. iSoesilo, i1998:249). 

 

 

 



 

 

Adapun jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367 KUHPidana yaitu : 

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana) 

2. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 

KUHPidana) 

3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana) 

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana) 

5. Pencurian denganpenjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana) 

6. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana) 

Tindak ipidana ipencurian idengan ikekerasan ioleh ipembentuk iundang- iundang itelah 

idiatur idalam iPasal i365 iKUHPidana, iyang irumusannya isebagai iberikut: 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang 

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

terhdap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah 

pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan 

diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. 

(2) Diancam idengan ipidana ipenjara ipaling ilama idua ibelas itahun: 

      Ke-1 Jika iperbuatan idilakukan ipada iwaktu imalam idalam isebuah  irumah iatau idi 

ipekarangan itertutup iyang iada irumahnya, idiberjalan.; 

Ke-2 Jika iperbuatan idilakukan ioleh idua iorang iatau ilebih idengan ibersekutu; 

Ke-3 iJika imasuk ike itempat imelakukan ikejahatan idengan imerusak iatau iemanjat 

iatau idengan imemakia ianak ikunci ipalsu, iperintah ipalsu iatau ipakaian ijabatan 

ipalsu. 

Ke-4 iJika iperbuatan imengakibatkan iluka-luka iberat. 

(3) Jika iperbuatan imengakibatkan ikematian imaka idiancam idengan ipidana ipenjara 

ipaling ilama ilima ibelas itahun. 

(4) Diancam idengan ipidana imati iatau ipidana iseumur ihidup iatau iselama iwaktu 

itertentu ipaling ilama idua ipuluh itahun, ijika iperbuatan imengakibatkan iluka iberat 

iatau ikematian idan idilakukan ioleh idua iorang iatau ilebih idengan ibersekutu, 

idisertai ipula ioleh isalahsatu ihal iyang iditerangkan idalam ino i1 idan i3. 

 

Dengan idemikian imaka iyang idiatur idalam iPasal i365 iKUHPidana isesungguhnya 

ihanyalah isatu ikejahatan, idan ibukan idua ikejahatan iyang iterdiri iatas ikejahatan ipencurian 

idan ikejahatan ipemakaian ikekerasan. iPencurian idengan ikekerasan ibukanlah imerupakan 

igabungan idalam iartian igabungan iantara itindak ipidana ipencurian idengan itindak ipidana 

ikekerasan imaupun iancaman ikekerasan, ikekerasan idalam ihal iini imerupakan ikeadaan iyang 



 

 

iberkualifikasi, imaksudnya iadalah ikekerasan iadalah isuatu ikeadaan iyang imengubah 

ikualifikasi ipencurian ibiasa imenjadi ipencurian idengan ikekerasan. 

Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau 

barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi 

(S.R. Sianturi, 1986:158).  

Menurut iR. iSoesilo, imelakukan ikekerasan iartinya, imempergunakan itenaga iatau 

ikekuatan ijasmani itidak ikecil isecara itidak isyah imisalnya imemukul idengan itangan iatau 

idengan isegala imacam isenjata, imenyepak, imenendang idan ilain isebaginya i(R. iSoesilo, 

i1998:250). 

Jadi ipada idasarnya ikekerasan iatau iancaman ikekerasan itersebut iharus iditujukan 

ikepada iorang, ibukan ipada ibenda iataupun ibarang iyang idapat idilakukan isebelumnya iatau 

isesudah ipencurian iitu idilakukan, iapabila itujuan iuntuk imenyiapkan, imemudahkan 

ipencurian, idan ijika itertangkap itangan iada ikesempatan ibagi idirinya iatau ikawannya iyang 

iturut imelakukan iuntuk imelarikan idiri iatau ibarang iyang idicuri itetap iada idi itangannya. 

 

E.  Konsep Operasional 

Guna menghindari salah penafsiran dan kekeliruan dalam memahami arah penelitian, 

maka dioperasionalkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

Secara harfiah pengertian tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat 

sesuatu, mempelajari dan menyelidiki (Emilia Setyoningtyas, 2002:402). Jadi adapun yang 

dimaksud dengan tinjauan dalam penelitian ini adalah mempelajari secara mendalam putusan 

Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr. 

Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana bagi siapa yang 

melanggar larangan tersebut (Mochtar Lubis, 1985:10). 



 

 

Pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik 

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Moeljatno, 2003:128). 

Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau 

barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi 

(S.R. Sianturi, 1986:158). 

Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr adalah putusan tentang perkara tindak 

pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

metodologi penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk 

adalah berupa penelitian hukum normatif atau kepustakaan (Soekanto dan Sri Mamudji, 

1993:13). Dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi 

dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang 

sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif (Amiruddin dan 

Zainal Asikin, 2004:68). 

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, artinya penulis mencoba memberikan 

gambaran secara rinci tentang penerapan dan pertimbangan hukum hakim dalam 

menjatuhkan pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan 

Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr. 

 

 

 



 

 

2. Jenis Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan sumber data 

yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:  

a. Bahan hukum primer. 

Yaitu bahan utama/pokok yang terdiri dari berkas Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-

Anak/2016/PN.Pbr serta peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan 

lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

a. Undang-Undang Dasar 1945. 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

d. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  

e. Sumber-sumber lain yang berupa tulisan, surat atau laporan yang telah disusun 

dalam daftar maupun yang telah dibukukan. 

b. Bahan hukum sekunder. 

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (teksbooks) yang ditulis para ahli 

hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan topik penelitian 

ini. 

c.   Bahan hukum tersier. 

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum (M. Syamsudin, 2004:20). 

3.  Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan 

Dalam penelitian ini setelah data dikumpulkan kemudian diolah  sesuai dengan 

masalah pokok. Selanjutnya data disajikan dengan membandingkan ataupun menghubungkan 

denga pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hasil 

perbandingan kemudian akan terlihat adanya perbedaan dan persesuaian antara hasil 



 

 

penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dapat diambil kesimpulan akhir 

tentang permasalahan pokok penelitian.  

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara 

induktif yaitu menyimpulkan data dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang 

bersifat umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 

1) Pengertian Tindak Pidana 

Strafbaar ifeit imerupakan iistilah iasli iBahasa iBelanda iyang iditerjemahkan ike idalam 

ibahasa iIndonesia idengan iberbagai iarti idi iantaranya, iyaitu: itindak ipidana, idelik iperbuatan 

ipidana, iperistiwa ipidana, imaupun iperbuatan iyang idapat idipidana. iDalam ipraktek, ipara 

iahli idi idalam imemberikan idefenisi istrafbaar ifeit iatau itindak ipidana iberbeda-beda 

isehingga iperkataan itindak ipidana imempunyai ibanyak iarti. 

Tindak ipidana imenurut iSimons i(E.Y. iKanter, i1982:205) i ididefenisikan isebagai 

isuatu iperbuatan i(handeling) iyang idiancam idengan ipidana ioleh iundang-undang, 

ibertentangan idengan ihukum i(onrechtmatig) idilakukan idengan ikesalahan i(schuld) ioleh 

iseseorang iyang imampu ibetanggung ijawab. iRumusan itindak ipidana iyang idiberikan iSimons 

itersebut idipandang ioleh iJonkers idan iUtrecht isebagai irumusan iyang ilengkap, ikarena 

imeliputi: 

a. Diancam idengan ipidana ioleh ihukum; i 

b. Bertentangan idengan ihukum; i 

c. Dilakukan ioleh iseseorang idengan ikesalahan i(schuld). 

d. Seseorang iitu idipandang ibertanggung ijawab iatas iperbuatannya i(Andi iHamzah, 

i2005:97). 

Van iHamel ijuga isependapat idengan irumusan itindak ipidana idari iSimons, itetapi 

imenambahkan iadanya i“sifat iperbuatan iyang idapat idihukum”(Satochid iKartanegara, 



 

 

i1998:75). iJadi, ipengertian itindak ipidana imenurut iVan iHamel iakan imeliputi ilima iunsur, 

isebagai iberikut : 

a. Diancam idengan ipidana ioleh ihukum; i 

b. Bertentangan idengan ihukum; i 

c. Dilakukan ioleh iseseorang idengan ikesalahan i(schuld); 

d. Seseorang iitu idipandang ibertanggung ijawab iatas iperbuatannya; 

e. Sifat iperbuatan iyang imempunyai isifat idapat idihukum. i 

Vos imerumuskan itindak ipidana isecara isingkat, iyaitu isuatu ikelakuan imanusia iyang 

ioleh iperaturan iperundang-undangan idiberi ipidana. iJadi, isuatu ikelakuan imanusia iyang 

ipada iumumnya idilarang idan idiancam idengan ipidana i(Andi iHamzah, i2005:97). 

Pengertian itindak ipidana iyang idirumuskan ioleh iVos, iapabila idibandingkan idengan 

irumusan itindak ipidana idari iSimons imaupun iVan iHamel, imaka irumusan iVos itersebut 

itidak iada isifat-sifat itindak ipidana iyang ilain, iseperti: isifat imelawan ihukum, idilakukan 

iorang idengan ikesalahan, idan iorang iitu imampu idipertanggungjawabkan. iBahwa irumusan 

iVos iseperti iitu isama isaja imemberi iketerangan i“een ivierkante itafel iis ivier ikant” i(meja 

isegi iitu iadalah iempat), ikarena idefenisinya itidak imenjepit iisinya, isedangkan ipengertian 

i”orang” idan i“kesalahan” ijuga itidak idisinggung, i(Satochid iKartanegara,1998:75) ikarena 

iapa iyang idimaksud istrafbaar ifeit iadalah isebagai iberikut : 

a. Pelanggaran iatau ipemerkosaan ikepentingan ihukum i(schending iof ikreenking ivan 

ieen irechtsbelang). 

b. Sesuatu iyang imembahayakan ikepentingan ihukum i(het iin igavearbrengen ivan ieen 

irechtsbelang). 

Sathochid iKartanegara imenjelaskan ibahwa ikepentingan ihukum iyang 

idimaksud iadalah itiap-tiap ikepentingan iyang iharus idijaga iagar itidak idilanggar, iyaitu 

iterdiri iatas itiga ijenis, iyaitu : i 



 

 

a. Kepentingan iperseorangan, iyang imeliputi ijiwa i(leveni), ibadan i(lijk), ikehormatan 

i(eer) idan iharta ibenda i(vermogen). 

b. Kepentingan imasyarakat, iyang imeliputi i: iketentraman idan ikeamanan i(rusten iorde); 

idan i 

c. Kepentingan inegara iadalah ikeamanan inegara i(Satochid iKartanegara,1998:75) 

Moeljatno imenerjemahkan iistilah istrafbaar ifeit isebagai i“perbuatan ipidana” idan 

imenyimpulkan irumusan itindak ipidana idari iSimons idan iVan iHamel imengandung idua 

ipengertian isebagai iberikut: 

a. Bahwa ifeit iadalah istafbaar ifeit iberarti ihandeling, ikelakuan, iatau itingkah ilaku; i 

b. Bahwa ipengertian istafbaar ifeit idihubungkan idengan ikesalahan iorang iyang 

imengadakan ikelakuan itadi i(Moeljatno, i2002:56). 

Pengertian itersebut ipada ibutir i1 idi iatas iberbeda idengan ipengertian i“perbuatan” 

idalam iperbuatan ipidana. iPerbuatan iadalah ikelakuan iditambah ikejadian iatau iakibat iyang 

iditimbulkan ioleh ikelakuan, idan ibukan ikelakuan isaja. iSehingga ibeliau iberkata ibahwa 

istrafbaar ifeit iitu isendiri iatas ihandeling i(kelakuan) idan igevelod i(akibat). iSedang 

ipengertian ipada ibutir i2 i(dua) ijuga iberbeda idengan i“perbuatan ipidana‟”, ikarena idisini 

itidak idihubungkan idengan ikesalahan iyang imerupakan ipertanggungjawaban ipidana, iyaitu 

iorang iyang imelakukan iperbuatan ipidana. iPerbuatan ipidana ihanya imenunjuk ikepada 

isifatnya iperbuatan isaja, iyaitu isifat idilarang idengan iancaman idengan ipidana iapabila 

idilanggar, iatau iperbuatan ipidana idipisahkan idengan ikesalahan. iHal iini iberbeda idengan 

istrafbaar ifeit ibahwa isitu imencakup idua ihal, iyaitu iperbuatan ipidana idan ikesalahan. i 

Bertolak idari ipendapat ipara iahli itersebut idi iatas, imaka idapat idisimpulkan iapa iyang 

idimaksud idengan itindak ipidana iatau istrafbaar ifeit, iyaitu isuatu irumusan iyang imemuat 

iunsur-unsur itertentu iyang imenimbulkan idapat idipidananya iseseorang iatas iperbuatannya 

iyang iditentukan ioleh iperaturan iperundang-undangan ipidana. iUnsur-unsur itindak ipidana 



 

 

itersebut idapat iberupa iperbuatan iyang isifatnya iaktif imaupun iperbuatan iyang isifatnya ipasif 

iatau itidak iberbuat isebagaimana iyang idiharuskan ioleh iundang-undang, iyang idilakukan 

ioleh iseseorang idengan ikesalahan, ibertentangan idengan ihukum ipidana, idan iorang iitu idapat 

idipertanggungjawabkan ikarena iperbuatannya. iDi isamping iitu, iperlu idiperhatikan ipula 

imengenai iwaktu idan itempat iterjadinya isuatu itindak ipidana isebagai isyarat imutlak iyang 

iharus idiperlihatkan ioleh ipenuntut iumum idalam isurat idakwaannya, irationnya iuntuk 

ikepastian ihukum ibagi ipencari ikeadilan, idan itidak itercantumnya iwaktu idan itempat 

iterjadinya itindak ipidana imaka isurat idakwaan iyang idibuat ipenuntut iumum idapat ibatal 

idemi ihukum. 

2) Unsur-Unsur iTindak iPidana 

Dasar iutama idi idalam ihukum ipidana iadalah iadanya isuatu itindak ipidana iyang 

imemberikan isesuatu ipengertian ikepada ikita itentang isesuatu iperbuatan iyang idilarang iatau 

idiharuskan ioleh iundang-undang, idimana iterhadap ipelanggarannya idapat idijatuhi ipidana. 

iSuatu iperbuatan idapat idianggap isebagai isuatu itindak ipidana, iapabila iperbuatan iitu itelah 

imemenuhi iatau imencocoki isemua iunsur iyang idirumuskan isebagai itindak ipidana. iApabila 

isalah isatu iunsur itindak ipidana itidak iterpenuhi, imaka iproses ipenuntutan iyang idimajukan 

ioleh ipenuntut iumum ikepada ihakim iagar idiadili itidak idapat idilanjutkan iatau ibatal idemi 

ihukum. iArtinya, iseseorang ibaru idapat idimintai ipertanggungjawaban ipidana iatas 

iperbuatannya, iapabila iperbuatan iitu itelah imemenuhi isemua iunsur itindak ipidana 

isebagaimana iyang idirumuskan idi idalam ipasal-pasal iundang-undang ipidana. 

Adanya isuatu itindak ipidana ijuga imerupakan ialasan ibagi inegara idi idalam 

imenggunakan ihaknya iuntuk imemberlakukan ihukum ipidana imelalui ialat-alat 

iperlengkapannya, iseperti: ikepolisian, ikejaksaan imaupun ipenuntut, imengadili imaupun 

imenjatuhkan ipidana iterhadap iseseorang iyang idituduh imelakukan isuatu itindak ipidana, ibaik 

isuatu iperbuatan iyang ibersifat iaktif i(melakukan isesuatu) imaupun iperbuatan iyang ibersifat 



 

 

ipasif i(mengabaikan iatau itidak imelakukan isesuatu). iDengan iperkataan ilain, ibahwa isyarat 

iutama idapat idipidananya iseseorang iapabila iperbuatan iitu itelah imemenuhi isemua iunsur 

itindak ipidana, itetapi iapabila isalah isatu iunsur itidak iterpenuhi ibukanlah isuatu itindak ipidana 

ikarena iarti idan imaksudnya iakan iberbeda. 

Bila imana isuatu iperbuatan idapat idisebut isebagai isuatu itindak ipidana, imaka 

iperbuatan itersebut iharus imemenuhi i5 i(lima) iunsur, isebagai iberikut: 

a. Harus iada isuatu ikelakuan i(gedraging); 

b. Kelakuan iitu iharus isesuai idengan iuraian iundang-undang i(wetterlijke iomschrijiving); 

i 

c. Kelakuan iitu iadalah ikelakuan itanpa ihak i(melawan ihukum); i 

d. Kelakuan iitu idapat idiberatkan i(dipertanggungjawabkan) ikepada ipelaku; i 

e. Kelakuan iitu idiancam idengan ipidana i(C.S.T. iKansil, i1989:290). 

Untuk imendapatkan igambaran imengenai ikelima iunsur itersebut idiatas, isehingga 

isuatu ikelakuan iatau iperbuatan iseseorang iitu idapat idisebut isebagai itindak ipidana, iberikut 

iini idikutipkan irumus itindak ipidana iyang idapat idijabarkan iPasal i362 iKUHP, iyang 

iberbunyi : i 

“Barangsiapa imengambil ibarang isesuatu, iyang iseluruhnya iatau isebagian 

ikepunyaan iorang ilain, idengan idimaksud iuntuk idimiliki isecara imelawan ihukum, 

idiancam ikarena ipencurian, idengan ipidana ipenjara ipaling ilama ilima itahun iatau 

ipidana idenda ipaling ibanyak iSembilan iratus irupiah”. 

 

Unsur-unsur itindak ipidana iyang idirumuskan idi idalam iPasal i362 iKUHP, isebagai 

iberikut i: i 

a. Barangsiapa. I 

b. Mengambil.i 

c. Suatu ibarang. I 

d. Sebagian iatau ikeseluruhan ikepunyaan iorang ilain. 

e. Dengan imaksud iuntuk imemiliki ibarang iitu idengan imelawan ihukum. 



 

 

Bilamana iperbuatan iseseorang itelah imemenuhi iunsur-unsur itindak ipidana iyang 

idirumuskan idi idalam iPasal i362 iKUHP itersebut idi iatas, imaka iorang iitu idapat idimintai 

ipertanggungjawaban ipidana ikarena ipencurian. iTetapi, iapabila iorang iitu ihanya imengambil 

isesuatu ibarang imilik iorang itetapi ibermaksud iuntuk idipindah itempatnya, imaka iia itidak 

idapat idianggap itelah imelakukan itindak ipidana ipencurian. iArtinya, iapabila isalah isatu 

iunsur itindak ipidana itersebut itidak iterpenuhi iakan imempunyai iarti idan imaksud iyang 

iberbeda. 

Misalnya iada ibarang iliar idi ihutan iyang itentunya itidak iada ipemiliknya iatau iada 

isesuatu ibarang iyang ipemiliknya itelah imelepaskan ihak i(res inullius) idiambil ioleh 

iseseorang, iyang imengambil itersebut itidak imemenuhi iunsur ikeempat, imaka itidak iada 

ipencurian. iAtau iseseorang iyang imengambil ibarang itersebut ihanya imemakainya isesaat, 

isehingga itidak iterpenuhi iunsur ikelima, imaka iia ibukan ipencuri i(Laden iMarpaung, i2005:8-

9). iApabila ibarang iyang idiambil iuntuk idimiliki idengan imelawan ihukum iitu ibelum iberada 

idi itangannya, idikenakan iPasal i362 iKUHP. iTetapi, iapabila ibarang iitu idipercayakan 

ikepadanya, itidak idapat idigolongkan idalam ipencurian, itetapi imasuk i“penggelapan” 

isebagaimana idiatur idi idalam iPasal i372 iKUHP i(R. iSughandi, i1980:376). 

Yang idimaksud idengan ibarang iadalah isemua ibenda iyang iberwujud iseperti: iuang, 

ibaju, iperhiasan, idan isebagaimana itermasuk ibinatang, idan ibenda iyang itidak iterwujud, 

iseperti : ialiran ilistrik iyang idisalurkan imelalui ikawat iserta igas iyang idisalurkan imelalui 

ipipa. iSelain ibenda-benda iyang ibernilai iuang ipencurian ipada ibenda-benda iyang itidak 

ibernilai iuang, iasal ibertentangan idengan ipemiliknya imelawan ihukum, idapat ipula 

idikenakan iPasal i362 iKUHP. iMisalnya iseseorang ijejaka imencuri idua itiga ihelai irambut 

idari igadis icantik itanpa iizin igadis iitu, idengan imaksud iuntuk idijadikan ikenang-kenangan, 

idapat idikatakan imencuri i“mencuri” iwalaupun iyang idicuri iitu itidak ibernilai iuang i(R. 

iSughandi, i1980:376). 



 

 

Sebagaimana itelah idiketahui ibahwa iseseorang ibaru idapat idijatuhi ipidana iapabila 

iperbuatan iitu imencocoki isemua iunsur itindak ipidana iyang idirumuskan idi idalam ipasal-

pasal iundang-undang ipidana. iAdalah imenjadi ituntunan inormatif iyang iharus idipenuhi 

ibilamana iseseorang idapat idipersalahkan ikarena imelakukan isesuatu itindak ipidana, iyaitu 

iperbuatan iitu iharus idibuktikan imencocoki isemua iunsur itindak ipidana. iApabila isalah isatu 

iunsur itindak ipidana itidak iterpenuhi iatau itidak idapat idibuktikan, imaka ikonsekuensinya 

iadalah itindak ipidana iyang idituduhkan ikepada isi ipelaku itidak iterbukti idan ituntutan idapat 

ibatal idemi ihukum. iPrakteknya, ipandangan inormatif itersebut idalam iperkembangannya 

imengalami ipegeseran, idimana iseseorang idapat idisalahkan imelakukan isesuatu itindak 

ipidana iyang ididasarkan ikepada inilai-nilai iyang ihidup idi idalam imasyarakat iatau ihukum 

ikebiasaan iyang iumumnya ibersifat itidak itertulis. 

Ditinjau idari isifat iunsurnya i(bestandelan), ipada iumumnya iunsur-unsur itindak 

ipidana idapat idibedakan imenjadi idua imacam, iyaitu iunsur isubjektif idan iunsur iobjektif, 

isebagai iberikut : 

a. Unsur iSubjektif i 

Unsur isubjektif iadalah iunsur-unsur iyang iberasal idari idalam idiri isi ipelaku i(dader) 

itindak ipidana. iUnsur-unsur isubjektif imeliputi : i 

1) Kemampuan ibertanggung ijawab i(toerekeningswatbaarheit) i 

2) Kesalahan i(schuld) iyang iterdiri idari i: i 

(a) iKesengajaan i(dolus) i 

(b) iKealpaan i(culpa) 

a. Unsur iObjektif i 

Unsur iobjektif iadalah iunsur-unsur iyang iberasal idari iluar idiri isi ipelaku. iLamintang 

imerincikan itiga ibentuk iunsur iobjektif idari itindak ipidana, isebagai iberikut : i 

 



 

 

1) Sifat imelanggar ihukum i(wederrechtelijkheid). 

2) Kualitas idari ipelaku, imisalnya ikeadaan isebagai iseorang ipegawai inegeri idi 

idalam ikejahatan ijabatan imenurut iPasal i415 iKUHP, iatau ikeadaan isebagai 

ipengurus iatau ikomisaris idari isuatu iperseroan iterbatas idi idalam ikejahatan 

imenurut iPasal i398 iKUHP. 

3) Kausalitas, iyakni ihubungan iantara isesuatu itindakan isebagai ipenyebab idengan 

isesuatu ikenyataan isebagai iakibat. 

 

3) Jenis-Jenis iTindak iPidana 

Sebelum idibicarakan imengenai ijenis-jenis idelik iatau itindak ipidana, isekedar 

imengingatkan ikembali ibahwa itujuan idiadakan ihukum ipidana iadalah imelindungi idan 

imenghindari igangguan iatau iancaman ibahaya iterhadap ikepentingan ihukum, ibaik 

ikepentingan iperseorangan, ikepentingan imasyarakat idan ikepentingan iNegara. iTiap-tiap 

iperbuatan imemenuhi iunsur-unsur idelik isebagaimana iyang idinyatakan isecara itegas idalam 

iperaturan iperundang-undangan idapat imemberikan igambaran ikepentingan ihukum iyang 

idilanggar. iOleh ikarena iitu, iperbuatan-perbuatan iyang imemenuhi iunsur-unsur idelik idapat 

idigolongkan imenjadi iberbagai ijenis idelik iatau itindak ipidana. 

Dalam ihukum ipidana imengenal iberbagai ijenis idelik iyang idapat idibedakan imenurut 

ipembagian idelik itertentu, iyaitu: 

a) Delik iKejahatan i(Misdrijiven) idan iDelik iPelanggaran i(Overtradingen) 

Delik ikejahatan iadalah iperbuatan-perbuatan iyang idipandang iseharusnya idipidana 

ikarena ibertentangan idengan ikeadilan, imeskipun iperbuatan iitu ibelum idiatur idalam iundang-

undang. iDelik ikejahatan iini isering idisebut imala iper ise iatau idelik ihukum, iartinya 

iperbuatan iitu isudah idianggap isebagai ikejahatan imeskipun ibelum idirumuskan idalam 



 

 

iundang-undang ikarena imerupakan iperbuatan itercela idan imerugikan imasyarakat iatau 

ibertentangan idengan ikeadilan. 

Delik ipelanggaran iadalah iperbuatan-perbuatan iitu ibarulah idiketahui isebagai idelik 

isetelah idirumuskan idalam iundang-undang. iDelik ipelanggaran iini isering idisebut isebagai 

imala iquia iprohibia iatau idelik isetelah idirumuskan idalam iundang-undang. 

b) Delik iFormil i(Formeel iDelict) idan iDelik iMeteril i(Materieel iDelict) 

Delik iformil i(Formeel idelict) iadalah isuatu iperbuatan ipidana iyang isudah 

idikemukakan idan iperbuatan iitu imencocoki irumusan idalam ipasal iundang-undang iyang 

ibersangkutan. iDelik iformil iini imasyarakat isuatu iperbuatan iyang idilarang iatau idiharuskan 

iselesai idilakukan itanpa imenyebut iakibatnya. iAtau idengan iperkataan ilain iyang idilarang 

iundang-undang iperbuatannya. 

Delik imateril i(meterieel idelict) idilarang iyang iditimbulkan idari isuatu iperbuatan 

itertentu, idan iperbuatan iyang idilakukan ibukan imenjadi isoal. iYang idilarang iadalah 

itimbulnya iakibat iyang iberarti iakibat iyang iditimbulkan iitu imerupakan iunsur idelik. iAtau 

idengan iperkataan ilain iyang idilarang idalam idelik imateril iadalah iakibatnya. 

c) Delik iKesengajaan i(Dolus) idan iDelik iKealpaan i(Culpa) i 

Delik idolus iadalah isuatu idelik iyang idilakukan ikarena ikesengajaan iDelik iculpa 

iadalah isuatu idelik iyang idilakukan ikarena ikelalaian iatau ikealpaan. I 

d) Delik iAduan i(Klacht iDelicten) idan iDelik iUmum i(Gawone iDelicten) 

Delik iaduan i(klacht idelicten) iadalah isuatu idelik iyang idapat idituntut idengan 

imembutuhkan iatau imengisyaratkan iadanya ipengaduan idari iorang iyang idirugikan, iartinya 

iapabila itidak iada ipengaduan imaka idelik iitu itidak idapat idituntut. iDelik iaduan iini idapat 

idibedakan imenjadi idua ijenis, iyaitu : 

1) Delik iaduan iabsolute i(absolute iklachtdelict) iadalah idelik imutlak imembutuhkan 

ipengaduan idari iorang idirugikan iuntuk ipenuntutan. 



 

 

2) Delik iaduan irelatif i(relative iklachtdelict) iadalah idelik iyang isebenarnya ibukan idelik 

iaduan itetapi imerupakan idelik ilaporan isehingga imenjadi idelik iaduan iyang iumumnya 

iterjadi idi ilingkungan ikeluarga iatau iantara iorang iyang imerugikan idan iorang iyang 

iharus idiragikan iterdapat ihubungan iyang ibersifat ikhusus. 

Delik iumum i(gewone idelicten) iadalah isuatu idelik iyang idapat idituntut 

imembutuhkan iadanya ipengaduan. 

e) Delik iUmum i(Delicta iCommunia) idan iDelik iKhusus i(Delicta iPropia) 

Delik iumum i(delicta icommunia) iadalah isuatu idelik iyang idapat idilakukan ioleh 

isetiap iorang. iDelik iumum iini isering idisebut igamene idelicten iatau ialgamene idelicten i 

Delik ikhusus i(delicten ipropria) iadalah isuatu idelik iyang ihanya idilakukan ioleh 

iorang-orang iyang imempunyai ikualitas iatau isifat-sifat itertentu, ipegawai inegeri iatau 

ianggota imiliter. 

f) Delik iCommisionis, iOmmisionis idan iCommisionis iPer iOmmisionem iCommissa 

Delik iCommisionis iadalah isuatu iperbuatan iyang idilarang ioleh iundang-undang. 

iApabila iperbuatan iyang idilarang iitu idilanggar idengan iperbuatan isecara iaktif iberarti 

imelakukan idelik icommisionis. i 

Delik iOmmisionis iadalah isuatu iperbuatan iyang idiharuskan ioleh iundang-undang. 

iApabila iperbuatan iyang idiharuskan iatau idiperintahkan iitu idilanggar idengan itidak iberbuat 

iberarti imelakukan idelik iommisionis. 

Delik icommisionis iper iommisionem icommisa iadalah idelik iyang idapat idiwujudkan 

ibaik iberbuat isesuatu iataupun itidak iberbuat isesuatu iataupun itidak iberbuat isesuatu. 

g) Delik iberdiri isendiri idan idelik iberlanjut 

Delik iberdiri isendiri iadalah idelik iyang ihanya idilakukan isekali iperbuatan isaja, 

iartinya iperbuatan iyang iterlarang idan idiancam ipidana ioleh iundang-undang itelah iselesai 

idilakukan iatau itelah iselesai imenimbulkan isuatu iakibat. 



 

 

Delik iberlanjut iadalah idelik iyang imeliputi ibeberapa iperbuatan idi imana iperbuatan 

isatu idengan ilainya isaling iberhubungan ierat idan iberlangsung iterus imenerus 

h) Delik iPolitik iMurni idan iDelik iPolitik iCampuran 

Menurut ikonferensi ihukum ipidana idi iKoppenhagen i1939 iyang idimaksud idengan 

idelik ipolitik iadalah isuatu ikejahatan iyang imenyerang ibaik iorganisasi, imaupun ifungsi-

fungsi iNegara idan ijuga ihak-hak iwarga iNegara iyang ibersumber idari isitu i(Andi iHamzah, 

i2004:102). iDalam iKUHP idelik-delik iyang idikualifisi isebagai idelik ipolitik idapat 

iditemukan idalam ipasal-pasal iBab iI iBuku iII. iDi isamping iitu idelik-delik ipolitik ijuga idiatur 

idalam iperaturan iperundang-undangan idiluar iKUHP, imisalnya iundang-undang iterorisme. 

Menurut isifat idan itujuan idari idelik iyang idilakukan ipada iumumnya idelik ipolitik 

idibedakan imenjadi idua ijenis, isebagai iberikut: i 

1) Delik ipolitik imurni iadalah idilik-delik iyang iditujukan ikepentingan ipolitik. i 

2) Delik ipolitik icampuran iadalah idelik-delik iyang imempunyai isifat isetengah ipolitik idan 

isetengah iumum. iDengan iperkataaan ilain ibahwa idelik iitu imerupakan itujuan ipolitik, 

iatau isebaliknya. 

i) Delik iBiasa idan iDelik iBerkualifikasi i 

Delik ibiasa i(eenvoudige idelicten) iadalah isemua idelik iyang iberbentuk ipokok iatau 

isederhana itanpa idengan ipemberatan iancaman ipidananya. i 

Delik iberkualifikasi iadalah idelik iyang iberbentuk ikhusus ikarena iadanya ikeadaan-

keadaan itertentu iyang idapat imemperberatkan iatau imengurangi iancaman ipidananya. 

 

 

 

 

 



 

 

B. Tinjauan iTentang iTindak iPidana iPencurian 

1) Pengertian iPencurian 

Pencurian iberasal idari ikata i“curi” iyang imendapatkan iawalan i“pe” idan iakhiran i“an” 

iyang iberarti imengambil isecara idiam-diam, isembunyi-sembunyi itanpa idiketahui iorang ilain. 

iMencuri iberarti imengambil imilik iorang ilain isecara imelawan ihukum. iOrang iyang imencuri 

imilik iorang ilain idisebut ipencuri. iPencurian isendiri iberarti iperbuatan iatau iperkara iyang 

iberkaitan idengan ipencurian. iSeseorang idikatakan ipencuri ijika isemua iunsur-unsur iyang 

idiatur idi idalam ipasal ipencurian iterpenuhi. iPemenuhan iunsur idalam iketentuan iperaturan 

iperundang-undangan iitu ihanyalah iupaya iminimal, idalam itaraf iakan imasuk ike iperistiwa 

ihukum iyang isesungguhnya. 

Di idalam iketentuan iKUHP iIndonesia, ipada iPasal i362 imenyatakan:  

“Barangsiapa imengambil isuatu ibarang iyang iseluruhnya iatau isebagian imilik iorang 

ilain, idengan imaksud iuntuk idimiliki isecara imelawan ihukum idiancam ikarena 

ipencurian, idengan ipidana ipenjara ipaling ilama i5 i(lima) itahun iatau idenda ipaling 

ibanyak isembilan iratus irupiah” i 

 

Dari iketentuan idi iatas, iPasal i362 iKUHP imerupakan ipencurian idalam ibentuk 

ipokok. iSemua iunsur idari ikejahatan ipencurian idirumuskan isecara itegas idan ijelas, 

isedangkan ipasal- ipasal iKUHP ilainnya itidak idisebutkan ilagi iunsur itindak ipidana 

ipencurian, iakan itetapi icukup idisebutkan inama, ikejahatan ipencurian itersebut idisertai 

idengan iunsur ipemberatan iatau iperinganan. 

2) Unsur-Unsur iTindak iPdana iPencurian 

Pencurian idalam ibentuk ipokok idiatur idalam iPasal i362 iKUHP iyang imenyatakan 

isebagai iberikut i: idari iunsur isubjektif idan iunsur iobjektif. 

“Barangsiapa iyang imengambil isesuatu ibarang, iyang isama isekali iatau isebagian 

itermasuk ikepunyaan iorang ilain, idengan imaksud iakan imemiliki ibarang iitu idengan 

imelawan ihak, idihukum ikarena ipencurian idengan ihukuman ipenjara iselama-

lamanya ilima itahun iatau idenda isebanyak-bayaknya iRp. i900.” 

 



 

 

Unsur ipokok iatau iunsur itindak ipidana ipencurian idalam ibentuk ipokok iseperti iyang 

idiatur ipada iPasal i362 iKUHP iterdiri iatas iunsur-unsur isebagai iberikut i: i 

a. Barangsiapa.i 

b. Mengambil.. 

c. Sesuatu ibarang, iyang iseluruhnya iatau isebagian ikepunyaan iorang ilain 

d. Dengan imaksud iuntuk idimiliki isecara imelawan ihukum. 

Apabila iseseorang idapat idinyatakan iterbukti itelah imelakukan itindak ipidana 

ipencurian, iorang itersebut iharus iterlebih idahulu iterbukti itelah imemenuhi isemua iunsur idari 

itindak ipidana ipencurian iyang iterdapat idi idalam irumusan iPasal i362 iKUHP. 

a) Barang iSiapa i 

Seperti itelah idiketahui, iunsur ipertama idari itindak ipidana iyang idiatur idalam iPasal 

i362 iKUHP iitu iadalah ihij, iyang ilazim iditerjemahkan iorang ikedalam ibahasa iIndonesia 

idengan ikata iBarang isiapa, iatau iterhadap isiapa isaja iyang iapabila iia imemenuhi isemua 

iunsur itindak ipidana iyang idiatur idalam iPasal i362 iKUHP, imaka ikarena ibersalah itelah 

imelakukan itindak ipidana ipencurian itersebut, iia idapat idipidana idenda iselama-lamanya ilima 

itahun iatau ipidana idenda isetinggi-tingginya isembilan iratus irupiah. 

b) Mengambil 

Unsur iyang ikedua idari itindak ipidana ipencurian iyang idiatur idalam iPasal i362 

iKUHP iialah iwagnemen iatau imengambil. iPerlu ikita iketahui ibahwa ibaik iundang-undang 

imaupun ipembentuk iundang-undang itenyata itidak ipernah imemberikan isuatau ipenjelasan 

itentang iyang idimaksud idengan iperbuatan imengambil, isedangkan imenurut ipengertian 

isehari-hari ikata imengambil iitu isendiri imempunyai ilebih idari isatu iarti iyakni : i 

1. Mengambil idari itempat idimana isuatu ibenda iitu isemula iberda i 

2. Mengambil isuatu ibenda idari ipenguasaan iorang ilain. 



 

 

Mengambil iitu iadalah isuatu iperilaku iyang imembuat isuatu ibenda idalam 

ipenguasaannya iyang inyata, iatau iberada idi ibawah ikekuaasaanya iatau ididalam idetensinya, 

iterlepas idari imaksud itentang iapa iyang iia iinginkan idengan ibenda itersebut. 

Perbuatan imengambil iitu itelah iselesai, ijika ibenda itersebut isudah iberada iditangan 

ipelaku, iwalaupun ibenar ibahwa iia ikemudian itelah imelepaskan ikembali ibenda iyang 

ibersangkutan ikarena iketahuan ioleh iorang ilain. 

c) Sesuatu ibarang, iselurunya iatau isebagian ikepunyaan iorang ilain i 

Penjelasan ibarang ikarena isifatnya itindak ipidana ipencurian iadalah imerugikan 

ikekayaan isi ikorban, imaka iyang idiambil iharus iberharga, idimana iharga iini itidak iselalu 

ibersifat iekonomis. iBarang iyang idiambil idapat isebagian idimiliki ioleh isi ipencuri, iyaitu 

iapabila imerupakan isuatu ibarang iwarisan iyang ibelum idibagi-bagi idan isi ipencuri iadalah 

iseorang iahli iwaris iyang iturut iberhak iatas ibarang iitu. iHanya ijika ibarang iitu itidak idimiliki 

ioleh isiapa ipun, imisalnya isudah idibuang ioleh isi ipemilik, imaka itidak iada itindak ipidana 

ipencurian. 

Menurut iR. iSoesilo, imemberikan ipengertian isesuatu ibarang iadalah isegala isesuatu 

iyang iberwujud itermaksud ipula iBinatang i(manusia itidak itermaksud), imisalnya iuang, ibaju, 

ikalung, idan isebagainya. iDalam ipengertian ibarang imasuk ipula i“daya ilistrik” idan i“gas”, 

imeskipun itidak iberwujud, iakan itetapi idialiri ikawat iatau ipipa. iBarang idisini itidak iperlu 

imempunyai iharga iekonomis i(R.Soesilo, i1995:249). 

Barang isebagai iobjek ipencurian iharus ikepunyaan iatau imilik iorang ilain iwalaupun 

ihanya isebagian isaja. iHal iini imemiliki ipengertian ibahwa imeskipun ibarang iyang idicuri 

itersebut imerupakan isebagian ilainnya iadalah ikepunyaan i(milik) idari ipelaku ipencurian 

itersebut idapat idituntut idengan iPasal i362 iKUHP. iMisalnya isaja iada idua iorang imembeli 

isebuah isepeda imotor idengan imodal ipembelian isecara ipatungan, ikemudian isetelah 

ibeberapa ihari ikemudian isalah iseorang idiantaranya imengambil isepeda imotor itersebut 



 

 

idengan imaksud idimilikinya isendiri idengan itidak iseizin idan itanpa isepengetahuan 

irekannya, imaka iperbuatan iorang itersebut isudah idikategorikan isebagai iperbuatan imencuri 

i(R.Soesilo, i1995:249). 

d) Dengan imaksud iuntuk idimiliki isecara imelawan ihukum 

Mengenal iwujud idari ibaik iPasal i362 iKUHP iperihal ipencurian, imaupun idalam 

iPasal i372 iperihal ipenggelapan ibarang, ihal iini itidak isama isekali iditegaskan. iUnsur 

i“melawan ihukum” iini ierat iberkaitan idengan iunsur imenguasai iuntuk idirinya isendiri. iUnsur 

i“melawan ihukum” iini ipenggelapan ibarang, ihal iini itidak isama isekali iditegaskan. iUnsur 

i“melawan ihukum” iini ierat iberkaitan idengan iunsur imenguasai iuntuk idirinya isendiri. iUnsur 

i“melawan ihukum” iini iakan imemberikan iwarna iperbuatan iyang idapat idipidana i(R.Soesilo, 

i1995:249). 

Secara iumum imelawan ihukum iadalah ibertentangan idengan ihukum, ibaik iitu ihukum 

idalam iartian iobjektif imaupun ihukum idalam iartian isubjektif idan ibaik ihukum itertulis 

imaupun ihukum itidak itertulis. iSecara imelawan ihukum iitu ijuga idapat iterjadi ikarena 

iperbuatan-perbuatan iyang isifatnya imelanggar ihukum, imisalnya idengan icara imenipu, 

idengan icara imemalsukan isurat ikuasa idan isebagainya i i(P.A.F iLamintang iDan iTheo 

iLamintang, i2009:33). 

Berdasarkan iuraian iunsur-unsur ipencurian idiatas, iapabila idalam isuatu iperkara 

itindak ipidana ipencurian iunsur-unsur itersebut itidak idapat idibuktikan idalam ipemeriksaan 

idisidang ipengadilan, imaka imajelis ihakim iakan imenjatuhkan iputusan ibebas ikepada 

iterdakwa. iOleh ikarena iitu iproses ipembuktian idalam ipersidangan iperlu ikecermatan idan 

iketelitian ikhususnya ibagi ipenyidik idan ijaksa ipenuntut iumum idalam imenerapkan iunsur-

unsur itersebut. 

Setelah iunsur-unsur ipada iPasal i362 iKUHP idiketahui imaka iuntuk imelihat ilebih 

ijauh iperbuatan iseperti iapa isebenarnya iyang idilarang idan idiancam ipidana idalam iPasal i362 



 

 

iKUHP, imaka iakan idilihat imakna idari iunsur-unsur. iPatutnya ikiranya idikemukakan, ibahwa 

iciri ikhas ipencurian iialah imengambil ibarang iyang iseluruhnya iatau isebagian ikepunyaan 

iorang ilain iuntuk idimiliki idengan icara imelawan ihukum. 

3) Tindak iPidana iPencurian idengan iKekerasan 

Tindak ipidana ipencurian idengan ikekerasan iatau ilazimnya idikenal idi imasyarakat 

idengan iistilah iperampokan. iSebenarnya iistilah iantara ipencurian idengan ikekerasan idan 

iperampokan idari isegi iredaksional ikedua iistilah itersebut iberbeda inamun imempunyai 

imakna iyang isama, imisalnya ikalau idisebutkan ipencurian idengan ikekerasan iatau iancaman 

ikekerasan isama ihalnya idengan imerampok. iMerampok ijuga iadalah iperbuatan ijahat, ioleh 

ikarena iitu iwalaupun itidak idikenal idalam iKUHPidana inamun iperumusannya isebagai 

iperbuatan ipidana ijelas itelah idiatur isehingga ipatut idihukum iseperti ihalnya ipencurian 

idengan ikekerasan. 

Tindak ipidana ipencurian idengan ikekerasan iitu ioleh ipembentuk iundang-undang 

itelah idiatur idalam iPasal i365 iKUHPidana, iyang irumusannya isebagai iberikut : 

(1) Diancam idengan ipidana ipenjara ipaling ilama isembilan itahun ipencurian iyang ididahului, 

idisertai iatau idiikuti idengan ikekerasan iatau iancaman ikekerasan, iterhdap iorang idengan 

imaksud iuntuk imempersiapkan iatau imempermudah ipencurian, iatau idalam ihal 

itertangkap itangan, iuntuk imemungkinkan imelarikan idiri isendiri iatau ipeserta ilainnya, 

iatau iuntuk itetap imenguasai ibarang iyang idicuri. 

(2) Diancam idengan ipidana ipenjara ipaling ilama idua ibelas itahun :  

Ke-1 ijika iperbuatan idilakukan ipada iwaktu imalam idalam isebuah irumah iatau di 

ipekarangan itertutup iyang iada irumahnya, idiberjalan 

Ke- i2 iJika iperbuatan idilakukan ioleh idua iorang iatau ilebih idengan ibersekutu     Ke-3 

iJika imasuk ike itempat imelakukan ikejahatan idengan imerusak iatau memanjat atau 

dengan imemakai ianak ikunci ipalsu, iperintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

Ke-4 iJika iperbuatan imengakibatkan iluka-luka iberat. 

(3) Jika iperbuatan imengakibatkan ikematian imaka idiancam idengan ipidana ipenjara ipaling 

ilama ilima ibelas itahun. 

(4) Diancam idengan ipidana imati iatau ipidana iseumur ihidup iatau iselama iwaktu itertentu 

ipaling ilama idua ipuluh itahun, ijika iperbuatan imengakibatkan iluka iberat iatau ikematian 

idan idilakukan ioleh idua iorang iatau ilebih idengan ibersekutu, idisertai ipula ioleh isalahsatu 

ihal iyang iditerangkan idalam ino. i1 idan i3 i(Andi iHamzah, i2004:77). 

 

Dengan idemikian imaka iyang idiatur idalam iPasal i365 iKUHPidana isesungguhnya 

ihanyalah isatu ikejahatan, idan ibukan idua ikejahatan iyang iterdiri iatas ikejahatan ipencurian 



 

 

idan ikejahatan ipemakaian ikekerasan iterhadap iorang, iataupun ibukan imerupakan isuatu 

isamenloop idari ikejahatan ipencurian idengan ikejagatan ipemakaian ikekerasan iterhadap 

iorang. 

Pencurian idengan ikekerasan ibukanlah imerupakan igabungan idalam iartian igabungan 

iantara itindak ipidana ipencurian idengan itindak ipidana ikekerasan imaupun iancaman 

ikekerasan, ikekerasan idalam ihal iini imerupakan ikeadaan iyang iberkualifikasi, imaksudnya 

iadalah ikekerasan iadalah isuatu ikeadaan iyang imengubah ikualifikasi ipencurian ibiasa 

imenjadi ipencurian idengan ikekerasan. iDengan idemikian iunsur-unsurnya idikatakan isama 

idengan iPasal i362 iKUHPidana iditambahkan iunsur ikekerasan iatau iancaman ikekerasan. 

Adapun iunsur-unsur itindak ipidana ipencurian idengan ikekerasan ipada iPasal i365 

iKUHPidana iini isama idengan iyang idipunyai ioleh iPasal i362 iKUHPidana idengan itambahan 

iunsur-unsur isebagai iberikut : 

Pasal i365 iayat i(1) iKUHPidana : 

1. Pencurian. 

2. Didahului iatau idisertai iatau idiikuti. 

3. Kekerasan iatau iancaman ikekerasan. 

4. Terhadap iorang. 

5. Dilakukan idengan imaksud iuntuk : 

a. Mempersiapkan iatau 

b. Memudahkan iatau 

c. Dalam ihal itertangkap itangan 

d. Untuk imemungkinkan imelarikan idiri ibagi idirinya iatau ipeserta ilain 

e. Untuk itetap imenguasai ibarang iyang idi icuri. 

 

 



 

 

Pasal i365 iayat i(2) 

1. Unsur-unsurnya isama idengan iayat i(1) idi iatas, ihanya iditambahkann iunsur : 

a. Waktu imalam 

b. Dalam isebuah irumah iatau ipekarangan itertutup iyang iada irumahnya. 

c. Di ijalan iumum. 

d. Dalam ikereta iapi iyang isedang iberjalan. 

e. Ditambah iunsur isubjek ipelaku, idua iorang iatau ilebih. 

f. Ditambah iunsur imembongkar, imemanjat, imemakai ikunci ipalsu, iperintah ipalsu, 

ijabatan ipalsu. 

g. Unsur imengakibatkan iluka iberat ipada ikorban. 

2. Dilakukan ioleh idua iorang iatau ilebih isecara ibersama-sama 

3. Dalam iketentuan iPasal itersebut idiatur ipencurian iyang ididahului, idisertai iatau idiikuti 

ikekerasan iatau iancaman ikekerasan idengan imaksud iuntuk imempersiapkan idan 

isebagainya idimana imasuknya iketempat ikejahatan iatau iuntuk isampai ipada ibarang 

iyang iakan idi iambilnya idilakukan idengan icara imembongkar, imerusak, iatau imemanjat 

iatau idengan imemakai ianak ikunci ipalsu, iperintah ipalsu iatau iseragam ipalsu. 

Pasal i365 iayat i(3) : 

Di itambahkan idengan iunsur idiatas iyaitu iditambahkan iunsur imatinya iorang iakibat 

iperbuatan iitu. 

Pasal i365 iayat i(4) : 

Ditambah iunsur iluka iberat iatau imati ikarena idilakukan ioleh idua iorang iatau ilebih. 

Dalam iPasal i89 iKUHPidana imenyamakan idengan imelakukan ikekerasan iyakni 

iperbuatan imembuat iorang idalam ikeadaan ipingsan iatau itidak iberdaya. iKekerasan iatau 

iancaman ikekerasan iseperti iyang idimaksudkan idi iatas iharus iditujukan ikepada iorang-orang, 

itetapi itidaklah iperlu ibahwa iorang itersebut imerupakan ipemilik idari ibenda iyang iakan idicuri 



 

 

iatau itelah idicuri. iSedang ipengertian itidak iberdaya iartinya itidak imempunyai ikekuatan iatau 

itenaga isama isekali, isehingga itidak imengadakan iperlawanan isedikitpun. iOrang iyang itidak 

iberdaya iitu imasih idapat isadar iterhadap iapa iyang iterjadi iatas idirinya. 

Pencurian idengan ikekerasan iadalah ipencurian iyang idilakukan idengan ikekerasan 

ibaik ikekersan iitu iterjadi isebelum imaupun isesaat isetelah ipelaku imelakukan iaksinya, itidak 

ipenting iapakah ipencurian iitu idilakukan idengan ikekertsan ififik ilangsung iatau itidak 

ilangsung iataupun ikekerasan ipsikis, iyang iterpenting iadalah ipencurian iitu ipelaku imembuat 

iorang i„disekitarnya‟ itidak iberdaya iterhadapnya. 

Dari irumusan iPasal i365 iKUHPidana idiatas imaka idapat idisimpulkan idua iunsur 

ipokok iyang ipenting iyaitu ipencurian idan ikekerasan/ iancaman ikekerasan. 

 

C. i i iTinjuan iTentang iPengertian iAnak i 

Anak imerupakan igenerasi ipenerus ibangsa idan ipenerus iperjuangan ipembangunan 

iyang iada. iAnak iadalah iamanah isekaligus ikarunia iTuhan iyang iMaha iEsa iyang isenantiasa 

iharus ikita ijaga ikarena idalam idirinya imelekat iharkat, imartabat idan ihak-hak isebagai 

imanusia iyang iharus idijunjung itinggi. iHak iasasi ianak imerupakan ibagian idari ihak iasasi 

imanusia iyang itermuat idalam iUndang-Undang iDasar i1945 idan iKonvensi iPerserikatan 

iBangsa-Bangsa itentang iHak-Hak iAnak. iDari isisi ikehidupan iberbangsa idan ibernegara, 

ianak iadalah imasa idepan ibangsa, isehingga isetiap ianak iberhak iatas ikelangsungan ihidup, 

itumbuh, idan iberkembang, iberpartisipasi iserta iberhak iatas iperlindungan idari itindak idan 

idiskriminasi iserta ihak isipil idan ikebebasan i(Penjelasan iUndang-Undang iNomor i23 iTahun 

i2002 itentang iPerlindungan iAnak). 

Perlindungan iterhadap ianak itidak iterbatas ipada ipemerintah iselaku ikaki itangan 

iNegara iakan itetapi iharus idilakukan ijuga ioleh iorang itua, ikeluarga idan imasyarakat iuntuk 

ibertanggung ijawab imenjaga idan imemelihara ihak iasasi ianak itersebut. iDalam ihal iini 



 

 

ipemerintah ibertanggung ijawab imenyediakan ifasilitas idan iaksesbilitas ibagi ianak iterutama 

iuntuk imenjamin ipertumbuhan idan iperkembangan isecara ioptimal. iSenada idengan iitu 

idalam ipasal i28B iUndang-Undang iDasar i1945 imenyatakan ibahwa iNegara imenjamin isetiap 

ianak iberhak iatas ikelangsungan ihidup, itumbuh idan iberkembang iserta iberhak iatas 

iperlindungan idari ikekerasan idan idiskriminasi i(Pasal i28B iUndang-Undang iDasar i1945). 

Sejalan idengan iperkembangan izaman iyang ibegitu ipesat, imuncul ibeberapa iperaturan 

iperundang-undangan iyang imengatur imengenai ianak. iAkan itetapi idari iberbagai iperaturan 

iperundang-undangan itersebut iterdapat iperbedaan idefinisi ianak. iAnak idalam iperspektif 

ihukum iIndonesia ilazim idikatakan isebagai iseorang iyang ibelum idewasa iatau imasih idi 

ibawah iumur. iSelain iitu ijuga idisebut isebagai iseorang iyang iberada idi ibawah iperwalian. 

iPerbedaan imengenai ianak idalam ihal iini iberhubungan idengan iumur idari ianak itersebut. i 

Di ibawah iini iakan idijelaskan ibeberapa ipengertian ianak idi iberbagai iperaturan 

iperundang-undangan : 

a. Undang-Undang iNomor i1 iTahun i1974 itentang iperkawinan i 

Dalam iPasal i47 iayat i(1) idan iPasal i50 iayat i(1) iundang-undang iini imenyebutkan 

ibahwa ibatasan iuntuk idisebut ianak iadalah ibelum imencapai iumur i18 i(delapan ibelas) itahun 

iatau ibelum ipernah imelangsungkan iperkawinan. 

b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak  

Menurut undang-undang ini anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua 

puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 

c. Undang-Undang iNomor i8 iTahun i1981 itentang iKUHAP. I 

Undang-undang iini itidak isecara ieksplisit imengatur imengenai ibatas iusia ianak. iAkan 

itetapi ibila idilihat idalam iPasal i171 iKUHAP imenyebutkan ibahwa ibatasan iumur ianak idi 

isidang ipengadilan iyang iboleh idiperiksa itanpa isumpah idipergunakan ibatasan iumur idi 

ibawah i15 i(lima ibelas) itahun. iSelanjutnya idalam iPasal i153 imenyebutkan ibahwa idalam 



 

 

ihal-hal itertentu ihakim idapat imenentukan ianak iyang ibelum imencapai iumur i17 i(tujuh 

ibelas) itahun itidak idiperkenankan imenghadiri isidang. 

d. Undang-Undang iNomor i12 iTahun i1995 itentang iLembaga iPermasyarakatan.  

dalam iPasal i1 iAngka i8 iHuruf ia, ib idan ic iundang-undang iini imenyebutkan ibahwa ianak 

ididik ipermasyarakatan ibaik ianak ipidana, ianak inegara idan isipil iuntuk idapat idididik idi 

iLapas iAnak iadalah ipaling ilama isampai iberusia i18 i(delapan ibelas) itahun idan iuntuk ianak 

isipil iguna idapat iditempatkan idilapas ianak imaka iperpanjangan ipenempatannya ihanya 

iboleh ipaling ilama isampai iberumur i18 i(delapan ibelas). 

e. Undang-Undang iNomor i3 iTahun i1997 itentang iPengadilan iAnak 

Undang-undang iini iadalah iperaturan iyang isebelumnya iberlaku ibagi itindak ipidana 

iyang idilakukan ioleh ianak. iKarena iterdapat ibeberapa ihal iyang itidak ilagi irelevan idengan 

ikeadaan iyang iterjadi idi imasa isekarang imaka idiperbaharui idengan iUndang-Undang iNomor 

i11 iTahun i2012 iyang itelah idisebutkan idi iatas. iDalam iUndang-Undang iini itepatnya ipada 

iPasal i1 iAyat i(1) imenyebutkan ibahwa ianak imerupakan iorang iyang itelah imencapai iumur i8 

i(delapan) itahun isampai isebelum imencapai iumur i18 i(delapan ibelas) itahun idan ibelum 

ipernah ikawin. iDalam iketentuan iundang-undang iini iditentukan ibahwa ibatas iminimal ianak 

iadalah iberumur i8 itahun imaka idapat idibina imaka ipenyidik imenyerahkan ianak ikepada 

iDepartemen iSosial isetelah imendengar ipertimbangan idari iPembimbingan iKemasyarakatan. 

f. Undang-Undang iNomor i39 iTahun i1999 itentang iHak iAsasi imanusia i 

Dalam iPasal i1 isub i5 idinyatakan ibahwa ianak iadalah itiap imanusia iyang iberusia idi 

ibawah i18 i(delapan ibelas) itahun idan ibelum imenikah, itermasuk ianak iyang imasih idalam 

ikandungan iapabila ihal itersebut idemi ikepentingannya. 

g. Undang-Undang iNomor i23 iTahun i2002 itentang iPerlindungan iAnak i 

Dalam iPasal i1 ibutir i1 imenyebutkan ibahwa ianak iadalah iseseorang iyang ibelum iberusia 

i18 i(delapan ibelas) itahun, itermasuk ianak iyang imasih idalam ikandungan. i 



 

 

h. Undang-Undang iNomor i11 iTahun i2012 iTentang iSistem iPeradilan iAnak.  

Dalam iundang-undang iini idiungkapkan ibahwa isistem iperadilan ianak imerupakan 

iseluruh iproses ipenyelesaian iperkara ianak iyang iberhadapan idengan ihukum, iyakni imulai 

idari itahapan ipenyelidikan isampai idengan itahap ipembimbingan isetelah imenjalani ipidana. 

iAnak iyang iberhadapan idengan ihukum iadalah ianak iyang iberkonflik idengan ihukum, ianak 

iyang imenjadi ikorban itindak ipidana idan ianak iyang imenjadi isaksi itindak ipidana. iLebih 

ilanjut imengenai ianak iyang iberkonflik idengan ihukum iyang iselanjutnya idisebut idengan 

ianak iadalah ianak iyang iberumur i12 i(dua ibelas) itahun, itetapi ibelum iberumur i18 i(delapan 

ibelas) itahun iyang ididuga imelakukan itindak ipidana. iApabila idilihat idari iapa iyang iterdapat 

idalam iUndang-Undang iNomor i11 iTahun i2012 itentang iSistem iPeradilan iAnak idapat 

idisimpulkan ibahwa ikategori ianak idalam iperaturan iini iadalah ianak iyang iberusia iantara i12 

isampai i18 itahun. I 

i. Kitab iUndang-Undang iHukum iPerdata 

Berdasarkan iketentuan iPasal i330 iKitab iUndang-Undang iHukum iPerdata imaka ianak 

iadalah imereka iyang ibelum imencapai iumur igenap i21 i(dua ipuluh isatu) itahun idan ibelum 

ikawin. i 

j. Kitab iUndang-Undang iHukum iPidana i 

KUHP itidak isecara ieksplisit imenyebutkan itentang ikategori ianak itetapi idapat idijumpai 

idalam iPasal i45 idan i72 iyang imemakai ibatasan iumur i16 itahun idan iPasal i283 iyang 

imemberi ibatasan i17 itahun. 

Dalam ihal iini, iyang imenjadi iacuan ipenulis idalam imenulis ikali iini iadalan iUndang-

undang iNomor i11 iTahun i2012 iTentang iSistem iPeradilan iAnak. iYang imenyatakan ibahwa 

ianak iyang iyang iberkonflik idengan ihukum iselanjutnya idisebut idengan ianak iadalah ianak 

iyang iberumur i12 i(dua ibelas) itahun, itetapi ibelum iumur i18 i(delapan ibelas) itahun iyang 

ididuga imelakukan itindak ipidana 



 

 

 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan 

yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr. 

Perkara ini berawal dari Aldi Saputra Als Aldi Bin Arisman Saputra, pada hari Senin 

tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 

dalam bulan Oktober tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 

bertempat di Jalan Parit Indah Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Pekanbaru atau 

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 

Negeri Pekanbaru, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J 

warna hitam pink, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Rinaldi Agus Pratama Als 

Aldi Bin Zulfahmiatau kepunyaan orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk 

dimiliki secara melawan hukum yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah 

pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau 

peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam 

dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau 

dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, 

perbuatan tersebut dilakukan Aldi Saputra dengan cara sebagai berikut : 

1. Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan 

Parit Indah Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Pekanbaru, saat saksi Rinaldi Agus 

Pratama Als Aldi Bin Zulfahmi dan saksi Aidil Windra Als Aidil Bin Indra dengan 

sepeda motor merk Mio J warna hitam pink menuju Jalan Parit Indah dan kemudian 



 

 

berhenti disebuah kedai rokok gerobak dan turun dari sepeda motor, saat itu Anak 

bersama bersama teman-temannya yakni Siwen (DPO), Randi Kolek (DPO) dan saksi 

Prayogi Als Yogi (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengendarai 3 (tiga) unit 

sepeda motor berboncengan mendatangi saksi Rinaldi Agus Pratama Als Aldi Bin 

Zulfahmi dan saksi Aidil Windra Als Aidil Bin Indra, dengan membawa sejata tajam lalu 

saksi Prayogi Als Yogi mengangkat samurai kearah saksi Rinaldi Agus Pratama Als Aldi 

Bin Zulfahmi dan saksi Aidil Windra Als Aidil Bin Indra. Melihat saksi Prayogi Als 

Yogi mengangkat dan mengarahkan samurai, saksi Rinaldi Agus Pratama Als Aldi Bin 

Zulfahmi dan saksi Aidil Windra Als Aidil Bin Indra langsung melangkah jalan mundur 

dan kemudian lari meninggalkan saksi Prayogi Als Yogi yang kemudian dikejar oleh 

saksi Prayogi Als Yogi diikuti oleh Anak sehingga saksi Rinaldi Agus Pratama Als Aldi 

Bin Zulfahmi terjatuh. Saat saksi Rinaldi Agus Pratama Als Aldi Bin Zulfahmi terjatuh, 

datang saksi Prayogi Als Yogi dan langsung menginjak bagian punggung saksi Rinaldi 

Agus Pratama Als Aldi Bin Zulfahmi. Kemudian saksi Rinaldi Agus Pratama Als Aldi 

Bin Zulfahmi mencoba untuk menghindar dari saksi Prayogi Als Yogi dengan cara 

melompat kedalam parit dan lari kesemak-semak. Saat saksi Rinaldi Agus Pratama Als 

Aldi Bin Zulfahmi lari kedalam semak-semak, setelah itu saksi Prayogi Als Yogi dan 

Aldi Saputra mengambil sepeda motor merk Mio J warna hitam pink yang tertinggal 

dipinggir Jalan Parit Indah. 

2. Akibat perbuatan Aldi Saputra dan saksi Prayogi Als Yogi, saksi Rinaldi Agus Pratama 

Als Aldi Bin Zulfahmi mengalami mengalami luka-luka dan berdasarkan hasil Visum Et 

Repertum No. Pol : VER/2259/X/2015/ RSB tanggal 30 Oktober 2015 yang diperiksa 

dan ditandatangani oleh dr. Joster Hartanto dan Dokter Spesialis Forensik dr.Mohammad 

Tegar Indrayana, Sp.F dari RS. Bhayangkara Pekanbaru.  

 



 

 

Dipersidangan Penuntut Umum mengajukan beberapa barang bukti berupa : 

a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna hitam pink No. Rangka 

MH354P20GEJ173987 Nomor Polisi 5-1173951. 

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Indomobil Finance Nomor PBU/24/XI/2015 nasabah 

atas nama Annisa Erita No. Kontrak 1501115. 

c. Visum Et Repertum : VER/2259/X/2015/RSB tanggal 30 Oktober 2015 yang 

ditandatangani oleh dr. Joster Hartanto dan Dokter Spesilais Forensik DR. M. Tegar 

Indrayana, SPf dari RS. Bhayangkara pada kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan 

luka lecet pada pinggang dan tungkai atas akibat kekerasan tumpul. 

Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 28 April 2016 pada pokoknya 

sebagai berikut : 

1. Menyatakan Aldi Saputra Als Aldi Bin Arisman Saputra, secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam 

Dakwaan melanggar 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Jo Pasal 1 Butir 3 UU RI 

No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Aldi Saputra Als Aldi Bin Arisman Saputra 

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong selama Aldi Saputra dalam 

tahanan rutan dan tahanan kota, dan memerintahkan supaya Aldi Saputra ditahan. 

Untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah 

mengajukan saksi-saksi yaitu : 

1. Rinaldi Agus Pratama Als Aldi Bin Zulfahmi 

2. Aidil Windra Als Aidil Bin Indra 

3. Prayogi Als Yogi Bin Abuzar 

Berdasarkan atas keterangan dari para saksi, surat-surat serta barang bukti, hakim 

menyimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa / fakta-fakta sebagai berikut: 



 

 

1. Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 03.00 Wib di Jalan Parit Indah Kel. 

Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Pekanbaru Anak bersama teman-temannya yakni 

Prayogi Als Yogi, Siwen, Yudi, Randi Kolek dan Adit Apridanto telah melakukan 

pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam 

pink nomor polisi belum keluar terhadap korban Rinaldi Agus Pratama. 

2. Pencurian tersebut bermula pada saat Aldi Saputra bersama Prayogi Als Yogi, Siwen, 

Randi Kolek, Yudi dan Adit Apridanto Als Adit dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda 

motor melintasi Jalan Parit Indah mencari anak-anak MTQ yang menahan sepeda motor 

milik Yudi, dimana saat itu kami bertemu dengan korban Rinaldi Agus Pratama dan 

temannya yakni Aidil Windra di Jalan Parit Indah yang sedang berbelanja membeli 

rokok dekat kedai gerobak, kemudian Aldi Saputra dan teman-teman mendatangi korban 

Rinaldi Agus Pratama dan Aidil Windra dengan membawa 2 (dua) buah senjata tajam 

jenis pedang samurai yang dibawa oleh Siwen dan Randi Kolek, dan 1 (satu) buah pisau 

lipat, dimana korban Rinaldi Agus Pratama bersama Aidil Windra langsung lari 

meninggalkan sepeda motor miliknya, dimana Prayogi Als Yogi sempat mengejar 

korban Rinaldi Agus Pratama yang kemudian terjatuh tersungkur karena ditendang oleh 

Prayogi Als Yogi, setelah terjatuh kemudian Prayogi Als Yogi juga menginjak bagian 

punggung belakang korban Rinaldi Agus Pratama, kemudian Prayogi Als Yogi kembali 

ketempat Aldi Saputra dan teman-temannya, setelah itu Randi Kolek mengambil sepeda 

motor milik korban Rinaldi Agus Pratama yang tertinggal dengan kunci kontak 

tergantung distop kontak dan mereka bawa pergi ke Jalan Tunas Jaya dan setelah berada 

di Jalan Tunas Jaya kemudian Randi Kolek menitipkan sepeda motor tersebut kepada 

Aldi Saputra untuk disimpan dirumahnya. 

3. Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada orang yang melihat perbuatan Aldi Saputra dan 

teman-temannya dikarenakan situasi jalan dalam keadaan sepi. 



 

 

4. Berdasarkan  Pasal 1 Butir 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, Aldi Saputra masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sekolah di SMK 2 

Pekanbaru. 

5. Berdasarkan Visum Et Repertum : VER/2259/X/2015/RSB tanggal 30 Oktober 2015 

yang ditandatangani oleh dr. Joster Hartanto dan Dokter Spesilais Forensik DR. M. Tegar 

Indrayana, SPf dari RS. Bhayangkara pada kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka 

lecet pada pinggang dan tungkai atas akibat kekerasan tumpul. 

Perbuatan Aldi Saputra memenuhi unsur-unsur yang dalam dakwaan Penuntut umum, 

yaitu Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka hakim mengadili : 

1. Menyatakan Aldi Saputra Als Aldi Bin Arisman Saputra tersebut diatas telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan 

kekerasan. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Aldi Saputra Als Aldi Bin Arisman Saputra oleh karena itu 

dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. 

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari 

ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Aldi Saputra melakukan 

tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir. 

4. Membebankan Aldi Saputra membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu 

rupiah). 

Tujuan pemidanaan di Indonesia adalah sebagai tahap formulatif dalam penegakan 

hukum yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pemidanaan khususnya pidana penjara dan 

pembinaan narapidana sebagai tahap eksekusi dalam penegakan hukum. Salah satu upaya 

untuk mengetahui tujuan pemidanaan kita adalah dengan melihat pada peraturan perundang-

undangan yang dalam hal ini KUHP (Barda Nawawi Arief, 1984:34). 



 

 

Menentukan itujuan ipemidanaan imenjadi ipersoalan iyang idilematis, iterutama idalam 

imenentukan iapakah ipemidanaan iditujukan iuntuk imelakukan ipembalasan iatas itindak 

ipidana iyang iterjadi iatau imerupakan itujuan iyang ilayak idari iproses ipidana isebagai 

ipencegahan itingkah ilaku iyang ianti isosial. iMenentukan ititik itemu idari idua ipandangan 

itersebut ijika itidak iberhasil idilakukan, imemerlukan iformulasi ibaru idalam isistem i iatau 

itujuan ipemidanaan idalam ihukum ipidana. iPemidanaan imempunyai ibeberapa itujuan iyang 

ibisa idiklasifikasikan iberdasarkan iteori-teori itentang ipemidanaan i(Zainal iAbidin, i2005:10). 

Tujuan ipemidanaan iyang idikemukakan ioleh iAndi iHamzah, iadalah isebagai iberikut: 

”Untuk menakut-nakuti orang agar orang tersebut jangan sampai melakukan kejahatan, baik 

menakut-nakuti orang banyak (general preventive) maupun menakut-nakuti orang tertentu 

yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari orang itu tidak melakukan lagi 

kejahatan” (Andi Hamzah, 1983:26). 

Tujuan ipemidanaan ipada ihakikatnya imerupakan itujuan iumum inegara. iSehubungan 

idengan ihal itersebut, imaka ipolitik ihukum iadalah iberarti iusaha iuntuk imewujudkan 

iperaturan iperundang-undangan ipidana iyang isesuai idengan ikeadaan idan isituasi ipada isuatu 

idan iuntuk isama-sama iyang iakan idatang. iLebih ilanjut iSudarto imengemukakan ibahwa 

itujuan ipemidanaan iadalah i: 

a. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang 

banyak (general preventie) maupun menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang 

sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi 

(special preventie). 

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka 

melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi 

masyarakat. 



 

 

c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan 

penduduk, yakni : 

1. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang 

berbudi baik dan berguna. 

2. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana (Sudarto, 

1986:83). 

Romli Atmasasmita, mengemukakan, jika dikaitkan dengan teori restributif tujuan 

pemidanaan adalah : 

a. Dengan pemidanaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, 

temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat 

dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe restributif ini disebut 

vindicative. 

b. Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota 

masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh 

keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. 

Tipe restributif ini disebut fairness. 

c. Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang 

disebut dengan the grafity  of the offence dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe restributif 

ini disebut dengan proportionality. Termasuk ke dalam ketegori the grafity ini adalah 

kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam 

kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalainnya (Romli 

Atmasasmita, 1995:83-84). 

Tipe restributif  yang disebut vindicative tersebut di atas, termasuk ke dalam kategori 

pembalasan. John Kalpan, dalam bukunya Criminal Justice membagi teori restributif menjadi 

2 (dua), yaitu : 



 

 

a. The reverange theory (teori pebalasan) 

b. The expiation theory (teori penebusan dosa) (Mulyadi, 1992:13). 

Sebaliknya Johannes Andenaes, menegaskan ”penebusan” tidak sama dengan 

”pembalasan dendam” (revange). Pembalasan berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari 

sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati kepadanya, sedangkan penebusan 

dosa lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan (Mulyadi, 1992:14). 

Suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi 

masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna 

pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah 

bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi terdakwa, melainkan 

dimaksudkan agar terdakwa kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat 

kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal penuh 

kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam 

menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai 

manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat. 

Berhasilnya isuatu iproses ipenegakan ihukum isangat ibergantung ipada ipenerapan 

ihukum ipidana, idimana iperan ipenegak ihukum isalah isatunya iyaitu ibagaimana iperan 

ipenegak ihukum idalam imenggunakannya idalam ikehidupan inyata. iSurat idakwaan 

imerupakan idasar ipemeriksaan ipidana idalam isidang ipengadilan isedangkan isurat ituntutan 

iadalah isurat iyang iberisi ituntutan ipenuntut iumum iterhadap isuatu itindak ipidana. iPada 

ihakikinya, iseseorang iJaksa iPenuntut iUmum iharus imembuat isurat idakwaan idan ituntutan 

iyang imembuat iterdakwa itidak idapat ilolos idari ijeratan ihukum. iHakim idalam imemeriksa 

isuatu iperkara itidak iboleh imenyimpang idari iapa iyang idirumuskan idalam isurat idakwaan. 

iSeorang iterdakwa ihanya idapat idijatuhkan ihukuman ikarena itelah idibuktikan idalam 



 

 

ipersidangan ibahwah iterdakwa itelah imelakukan itindak ipidana iseperti iapa iyang idisebutkan 

ijaksa idalam isurat idakwaannya. 

Dalam ikasus iini, isurat idakwaan iJaksa iPenuntut iUmum isecara iteknis itelah 

imemenuhi isyarat iformil isurat idakwaan isebagaimana iyang idimaksud iPasal i143 iAyat i(2) 

iKUHAP, iyaitu iharus imemuat itanggal idan iditandatangani ioleh ipenuntut iumum iserta 

iidentitas ilengkap idari iterdakwa. iSelain iitu ijuga, isurat idakwaan iharus imemuat iuraian 

isecara icermat, ijelas idan ilengkap imengenai itindak ipidana iyang ididakwakan idengan 

imenyebut iwaktu idan itempat ipidana iitu idilakukan. iHakim idalam imemeriksa iperkara iini, 

iberusaha imencari idan imembuktikan ikebenaran imateril iberdasarkan ifakta-fakta iyang 

iterungkap idalam ipersidangan iserta iberpegang iteguh ipada iapa iyang idirumuskan idalam 

isurat idakwaan iJaksa iPenuntut iUmum. i 

Berdasarkan iposisi ikasus iyang itelah idiuraikan idiatas imaka idapat idisimpulkan itelah 

isesuai idengan iketentuan ibaik ihukum iformil imaupun ihukum ipidana imateril idan isyarat 

idipidananya iseorang iterdakwa. iDalam ihasil ipenelitian idiketahui ibahwa ihakim itidak idapat 

imenyimpang idari iapa iyang idirumuskan idalam isurat idakwaan. iSeorang iterdakwa ihanya 

idapat idijatuhkan ihukuman ikarena itebukti imelakukan itindak ipidana iseperti iapa iyang 

idisebutkan iJaksa iPenuntut iUmum idalam isurat idakwaannya. iUpaya ipembuktian ididasarkan 

ipada iketentuan iPasal i184 iKUHAP iyang imenjelaskan ibahwa iHakim itidak iboleh 

imenjatuhkan ipidana ikepada iseseorang ikecuali iapabila idengan isekurang-kurangnya i2 i(dua) 

ialat ibukti iyang isah iia imemperoleh ikeyakinan ibahwa isuatu itindak ipidana ibenar-benar 

iterjadi idan ibahwa iterdakwalah iyang ibersalah imelakukannya. 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa, penerapan hukum terhadap Tindak 

Pidana Pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr, 

oleh Penuntut Umum digunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 

KUHPidana. Menurut penulis, penerapan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan pidana 



 

 

materil yang berlaku dan syarat dapat dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada 

pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana alat bukti yang diajukan 

oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan saksi-saksi dan barang bukti bersesuaian dengan 

keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga majelis 

Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang 

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 

KUHPidana. 

 

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pencurian Dengan 

Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-

Anak/2016/PN.Pbr. 

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan 

yang akan dijatuhkan kepada terdawa. Oleh karena itu hakim dapat melihat dengan cermat 

kesesuaian fakta-fakta dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam 

menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpan dan tidak melanggar hak yang dimiliki 

terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pekanbaru yang memeriksa dan 

mengadili dalam perkara ini pada dasarnya berlandaskan dengan fakta-fakta yang terungkap 

di persidangan yaitu pada terdakwa telah melanggar pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan 

ke-2 KUHP dan Undng-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. 

Pertimbangan-pertimbangan ihakim idalam imenjatuhkan iputusan ipada itindak ipidana 

ipencurian idengan ikekerasan iyang idilakukan ioleh ianak isecara ibersama-sama idalam 

iputusan iNo. i05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr, iberdasarkan ibeberapa ipertimbangan. iMajelis 

iHakim imemeriksa idan imenjatuhkan iputusan iberpedoman ipada isurat idakwaan. iSetelah 

ihakim imembaca isurat idakwaan itersebut, imaka ihakim ibelum ibisa imenjatuhkan iputusan 

ikarena ihakim ibelum ibisa imemastikan iterbukti iatau itidaknya iterdakwa imelakukan itindak 



 

 

ipidana itanpa iberdasarkan ialat ibukti idan ipertimbangan iyuridis. iHal-hal iyang imenjadi 

ipertimbangan ihakim idalam imenjatuhkan iputusan iterhadap iperkara iNo. i05/Pid.Sus-

Anak/2016/PN.Pbr isebagai iberikut : 

a. Dalam perkara ini Aldi Saputra tidak mengajukan saksi Ade Charge atau  saksi yang 

meringankan bagi dirinya meskipun haknya untuk itu telah diberikan oleh Hakim. 

b.  Aldi Saputra Als Aldi Bin Arisman Saputra dipersidangan telah memberikan keterangan 

yang pada pokoknya sebagai berikut : 

1. Aldi Saputra dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana 

pencurian yang Anak lakukan bersama teman-temannya yakni Siwen, Randi Kolek, 

Yudi, Prayogi dan Adit Apridanto terhadap korban Rinaldi Agus Pratama 

2. Aldi Saputra masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sekolah di SMK 2 Pekanbaru. 

3. Aldi Saputra bersama teman-teman melakukan pencurian tersebut pada hari Senin 

tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 03.00 Wib di Jalan Parit Indah Kel. Tangkerang 

Labuai Kec. Bukit Raya Pekanbaru. 

4. Barang milik korban Rinaldi Agus Pratama yang telah Anak bersama Prayogi Als 

Yogi, Siwen, Randi Kolek, Yudi dan Adit Apridanto ambil berupa 1 (satu) unit 

sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam pink nomor polisi belum keluar. 

5. Pencurian tersebut bermula pada saat Aldi Saputra bersama Prayogi Als Yogi, Siwen, 

Randi Kolek, Yudi dan Adit Apridanto Als Adit dengan mengendarai 3 (tiga) unit 

sepeda motor melintasi Jalan Parit Indah mencari anak-anak MTQ yang menahan 

sepeda motor milik Yudi, dimana saat itu kami bertemu dengan korban Rinaldi Agus 

Pratama dan temannya di Jalan Parit Indah yang sedang berbelanja membeli rokok 

dekat kedai gerobak, kemudian Aldi Saputra dan teman-teman mendatangi korban 

Rinaldi Agus Pratama dan temannya dengan membawa 2 (dua) buah senjata tajam 

jenis pedang samurai yang dibawa oleh Siwen dan Randi Kolek, dan 1 (satu) buah 



 

 

pisau lipat, dimana korban Rinaldi Agus Pratama bersama temannya langsung lari 

meninggalkan sepeda motor miliknya, dimana Prayogi Als Yogi sempat mengejar 

korban Rinaldi Agus Pratama namun berhasil melarikan diri, kemudian Prayogi Als 

Yogi kembali ketempat Aldi Saputra dan teman-teman, dimana Randi Kolek 

mengambil sepeda motor milik korban Rinaldi Agus Pratama yang tertinggal dengan 

kunci kontak tergantung distop kontak dan kami bawa pergi. 

6. Bahwa tujuan Siwen dan Randi Kolek membawa pedang samurai untuk jaga-jaga 

dan sebagai alat yang digunakan bila ada ketemu dengan anak-anak MTQ yang 

melakukan perlawanan kepada kami. 

7. Prayogi Als Yogi ada melakukan kekerasan fisik terhadap korban Rinaldi Agus 

Pratama dengan cara menendang korban Rinaldi Agus Pratama sebanyak 1 (satu) 

kali, saat korban Rinaldi Agus Pratama terjatuh dan tertidur telungkup dibeton 

pinggir parit, dengan kaki sebelah kanan Prayogi Als Yogi juga menginjak bagian 

punggung belakang korban Rinaldi Agus Pratama sebanyak 1 (satu) kali. 

8. Saat kejadian tidak ada orang yang melihat perbuatan Aldi Saputra dan teman-teman 

dikarenakan situasi jalan dalam keadaan sepi. 

9. Sepeda motor milik korban Rinaldi Agus Pratama dibawa ke Jalan Tunas Jaya dan 

setelah berada di Jalan Tunas Jaya kemudian Randi Kolek menitipkan sepeda motor 

tersebut kepada Aldi Saputra untuk disimpan dirumah. 

10. Saat teman Aldi Saputra mengambil sepeda motor tersebut, Aldi Saputra tidak ada 

menggunakan atau membawa senjata tajam. 

11. Aldi Saputra dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda 

motor tersebut. 

 

 



 

 

c. Dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna hitam pink No. Rangka 

MH354P20GEJ173987 Nomor Polisi 5-1173951. 

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Indomobil Finance Nomor PBU/24/ XI/2015 

nasabah atas nama ANNISA ERITA No. Kontrak 1501115 

3. Semua barang bukti tersebut dikenali oleh para saksi dan Anak serta telah disita 

secara sah, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan 

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara lain. 

d. Dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : 

Visum Et Repertum : VER/2259/X/2015/RSB tanggal 30 Oktober 2015 yang 

ditandatangani oleh dr. Joster Hartanto dan Dokter Spesilais Forensik DR. M. Tegar 

Indrayana, SPf dari RS. Bhayangkara pada kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan 

luka lecet pada pinggang dan tungkai atas akibat kekerasan tumpul. 

e. Berdasarkan atas keterangan dari para saksi, surat-surat serta adanya barang bukti dalam 

perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan 

keterangan Anak, maka dapat disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa / fakta-fakta 

sebagai berikut : 

1. Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 03.00 Wib di Jalan Parit Indah 

Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Pekanbaru Aldi Saputra bersama teman-

temannya yakni Prayogi Als Yogi, Siwen, Yudi, Randi Kolek dan Adit Apridanto telah 

melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J 

warna hitam pink nomor polisi belum keluar terhadap korban Rinaldi Agus Pratama. 

2. Pencurian tersebut bermula pada saat Aldi Saputra bersama Prayogi Als Yogi, Siwen, 

Randi Kolek, Yudi dan Adit Apridanto Als Adit dengan mengendarai 3 (tiga) unit 

sepeda motor melintasi Jalan Parit Indah mencari anak-anak MTQ yang menahan 



 

 

sepeda motor milik Yudi, dimana saat itu kami bertemu dengan korban Rinaldi Agus 

Pratama dan temannya yakni Aidil Windra di Jalan Parit Indah yang sedang berbelanja 

membeli rokok dekat kedai gerobak, kemudian Aldi Saputra dan teman-teman 

mendatangi korban Rinaldi Agus Pratama dan Aidil Windra dengan membawa 2 (dua) 

buah senjata tajam jenis pedang samurai yang dibawa oleh Siwen dan Randi Kolek, 

dan 1 (satu) buah pisau lipat, dimana korban Rinaldi Agus Pratama bersama Aidil 

Windra langsung lari meninggalkan sepeda motor miliknya, dimana Prayogi Als Yogi 

sempat mengejar korban Rinaldi Agus Pratama yang kemudian terjatuh tersungkur 

karena ditendang oleh Prayogi Als Yogi, setelah terjatuh kemudian Prayogi Als Yogi 

juga menginjak bagian punggung belakang korban Rinaldi Agus Pratama, kemudian 

Prayogi Als Yogi kembali ketempat Aldi Saputra dan teman-temannya, setelah itu 

Randi Kolek mengambil sepeda motor milik korban. Rinaldi Agus Pratama yang 

tertinggal dengan kunci kontak tergantung distop kontak dan mereka bawa pergi ke 

Jalan Tunas Jaya dan setelah berada di Jalan Tunas Jaya kemudian Randi Kolek 

menitipkan sepeda motor tersebut kepada Aldi Saputra untuk disimpan dirumahnya. 

3. Saat kejadian tersebut tidak ada orang yang melihat perbuatan Aldi Saputra dan teman-

temannya dikarenakan situasi jalan dalam keadaan sepi. 

4. Berdasarkan Pasal 1 Butir 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, Aldi Saputra masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sekolah di SMK 

2 Pekanbaru. 

5. Berdasarkan Visum Et Repertum : VER/2259/X/2015/RSB tanggal 30 Oktober 2015 

yang ditandatangani oleh dr. Joster Hartanto dan Dokter Spesilais Forensik DR. M. 

Tegar Indrayana, SPf dari RS. Bhayangkara pada kesimpulan hasil pemeriksaan 

ditemukan luka lecet pada pinggang dan tungkai atas akibat kekerasan tumpul. 



 

 

f. Aldi Saputra telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar 

Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apakah Aldi Saputra dapat 

dipersalahkan tentu perbuatan Anak harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam 

dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 

1. Barang siapa 

Dipersidangan telah dihadirkan Aldi Saputra yang telah diperiksa dan diteliti identitasnya 

ternyata Aldi Saputra tersebut sehat jasmani dan rohani sehingga Aldi Saputra mampu 

bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian 

menurut hakim unsur barang siapa terpenuhi. 

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan 

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti 

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk 

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai 

barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau 

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, dilakukan oleh dua orang atau 

lebih dengan bersekutu. 

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para 

saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 26 

Oktober 2015 sekira jam 03.00 Wib di Jalan Parit Indah Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit 

Raya Pekanbaru Aldi Saputra bersama teman-temannya yakni Prayogi Als Yogi, Siwen, 

Yudi, Randi Kolek dan Adit Apridanto telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) 

unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam pink nomor polisi belum keluar terhadap 

korban Rinaldi Agus Pratama. 



 

 

Pencurian tersebut bermula pada saat Aldi Saputra bersama Prayogi Als Yogi, Siwen, 

Randi Kolek, Yudi dan Adit Apridanto Als Adit dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda 

motor melintasi Jalan Parit Indah mencari anak-anak MTQ yang menahan sepeda motor milik 

Yudi, dimana saat itu mereka bertemu dengan korban Rinaldi Agus Pratama dan temannya 

yakni Aidil Windra di Jalan Parit Indah yang sedang berbelanja membeli rokok dekat kedai 

gerobak, kemudian Aldi Saputra dan teman-teman mendatangi korban Rinaldi Agus Pratama 

dan Aidil Windra dengan membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis pedang samurai yang 

dibawa oleh Siwen dan Randi Kolek, dan 1 (satu) buah pisau lipat, dimana korban Rinaldi 

Agus Pratama bersama Aidil Windra langsung lari meninggalkan sepeda motor miliknya, 

dimana Prayogi Als Yogi sempat mengejar korban Rinaldi Agus Pratama yang kemudian 

terjatuh tersungkur karena ditendang oleh Prayogi Als Yogi, setelah terjatuh kemudian 

Prayogi Als Yogi juga menginjak bagian punggung belakang korban Rinaldi Agus Pratama, 

kemudian Prayogi Als Yogi kembali ketempat Aldi Saputra dan teman-temannya, setelah itu 

Randi Kolek mengambil sepeda motor milik korban Rinaldi Agus Pratama yang tertinggal 

dengan kunci kontak tergantung distop kontak dan mereka bawa pergi ke Jalan Tunas Jaya 

dan setelah berada di Jalan Tunas Jaya kemudian Randi Kolek menitipkan sepeda motor 

tersebut kepada Aldi Saputra untuk disimpan dirumahnya. 

Saat kejadian tersebut tidak ada orang yang melihat perbuatan Aldi Saputra dan 

teman-temannya dikarenakan situasi jalan dalam keadaan sepi berdasarkan Visum Et 

Repertum: VER/2259/X/2015/RSB tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. 

Joster Hartanto dan Dokter Spesilais Forensik DR. M. Tegar Indrayana, SPf dari RS. 

Bhayangkara pada kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pinggang dan 

tungkai atas akibat kekerasan tumpul. 

Berdasarkan fakta tersebut, menurut pertimbangan hakim unsur mengambil sesuatu 

barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki 



 

 

secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah 

pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri 

atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan 

pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan 

umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, terlah terpenuhi. 

B. Unsur anak 

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para 

saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 

3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Aldi Saputra masih 

berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sekolah di SMK 2 Pekanbaru, hal tersebut sesuai dengan 

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6128/TPP/2009 tanggal 03 Maret 2009 yang dikeluarkan 

dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru Drs. H. Mohd. 

Noer MBS, SH. MSi. MH bahwa benar Aldi Saputra lahir di Pekanbaru pada hari Jumat 

tanggal 28 Mei 1998. 

Berdasarkan fakta tersebut, menurut pertimbangan hakim unsur “Anak” telah 

terpenuhi. Dengan demikian, semua unsur-unsur dakwaan tunggal Pasal 365 Ayat (1) dan 

Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi maka Aldi Saputra menurut Hakim, harus 

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 

didakwakan dalam dakwaan tunggal. 

Pertimbangan hakim atau Ratio decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai 

oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. 

Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu 



 

 

akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan kosklusi komulatif 

dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. 

Menurut Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa :  

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari 

suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik 

yang didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim.” 

 

Berdasarkan fakta persidangan semua unsur-unsur Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) 

ke-1 dan ke-2 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak terpenuhi. Dengan demikian, maka Anak harus dinyatakan telah 

melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan 

sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 

Untuk mengadili tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar Anak dihukum, maka harus 

dilihat kadar kesalahan Anak, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan 

perbuatannya. 

Berdasarkan dakwaan, usia, kesehatan jasmani, dan rohani, kedudukan, waktu, 

lokasi dan keadaan yang bersifat lahiriah dan bathiniah, maka Aldi Saputra harus dinyatakan 

mampu bertanggung jawab sehingga kepadanya dapat dipersalahkan, namun demikian oleh 

karena Aldi Saputra masih tergolong anak, maka kepadanya berlaku UU No. 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Anak. 

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Aldi Saputra juga mengajukan pembelaannya 

secara tertulis tertanggal 03 Mei 2016 yang pada pokoknya: 

a. Mengakui kesalahan /perbuatan yang melanggar hukum. 

b. Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar 

hukum lagi. 

c. Ingin tetap bersekolah untuk mencapai cita-citanya. 



 

 

d. Ingin ikut ujian kenaikan kelas yang akan dilaksanakan tanggal 20 Mei 2016 sampai 

selesai 

e. Orang tua Aldi Saputra bersedia membimbing dan mendidik Aldi Saputra. 

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas : 

a. Perlindungan. 

b. Keadilan. 

c. Non dikriminasi. 

d. Kepentingan terbaik bagi Anak. 

e. Penghargaan terhadap pendapat Anak. 

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. 

g. Pembinaan dan pembimbingan Anak. 

h. Proporsional. 

i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. 

j. Penghindaran pembalasan. 

Berdasarkan Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: 

a. Pidana peringatan  

b. Pidana dengan syarat :  

1) Pembinaan di luar lembaga. 

2) Pelayanan masyarakat. 

3) Pengawasan  

c. Pelatihan kerja. 

d. Pembinaan dalam lembaga.  

e. Penjara. 



 

 

(2) Pidana tambahan terdiri atas :  

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau  

b. Pemenuhan kewajiban adat.  

(3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, 

pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. 

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Sebelum hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan 

hal-hal yang dijadikan dasar alasan sebagai alasan yang dapat meringangkan atau yang dapat 

memberatkan terdakwa, begitu juga dalam perkara ini hakim juga mempertimbangkan hal-hal 

yang memberatkan dan meringankan : 

1. Hal-hal yang memberatkan 

2. Perbuatan Aldi Saputra telah mengakibatkan korban mengalami luka. 

3. Perbuatan Aldi Saputra telah meresahkan masyarakat. 

Hal-hal yang meringankan : 

1. Belum pernah dihukum.  

2. Mengakui perbuatannya. 

3. Aldi Saputra masih berstatus sebagai pelajar SMKN 2 Pekanbaru.  

4. Telah ada perdamaian antara Aldi Saputra dan saksi korban Rinaldi Agus. 

Pidana iyang idiambil iadalah isebagai ialat ikorektif, iintrospektif, iedukatif ibagi idiri 

iAnak, ibukan isebagai ialat ibalas idendam iatas ikesalahan idan iperbuatan iAnak, isehingga 

ipada igilirannya iAnak idiharapkan imampu iuntuk ihidup ilebih ibaik idan itaat iasas iakan 

ihukum, ioleh ikarena iitu idalam ihal iini iHakim itidak ihanya imelihat irasa ikeadilan ibagi 

ikorban imaupun imasyarakat, itetapi ijuga iapakah itindakan itersebut ijuga imemberikan irasa 



 

 

ikeadilan ibagi iAnak, imaka iHakim iberpendapat ibahwa idiantara ituntutan iJaksa iPenuntut 

iUmum iyang imemerintahkan isupaya ianak iditahan, ioleh ihakim ipidana itersebut itidak iusah 

idijalani ikecuali ijika idikemudian ihari iada iputusan iHakim iyang imenentukan ilain, 

idisebabkan ikarena iAnak imelakukan itindak ipidana isebelum imasa ipercobaan iselama i1 

i(satu) itahun iberakhir. i 

Tuntutan iPenuntut iUmum imengenai ibesarnya ibiaya iperkara, ioleh ikarena isesuai 

idengan ihukum, imaka ihakim idapat imenerima. 

Berdasarkan iuraian idi iatas, ikeputusan imajelis iHakim isudah isesuai isetelah 

imempertimbangkan ihal-hal itersebut idi iatas iPutusan ihakim imerupakan ipernyataan ihakim 

isebagai ipejabat iNegara iyang idiberi ikewenangan iuntuk imemutuskan ipenjatuhan ipidana 

ijika iperbuatan ipelaku itindak ipidana iterbukti isecara isah idan imeyakinkan. iDalam iupaya 

imembuat iputusan iserta imenjatuhkan isanksi ipidana, ihakim iharus imempunyai ipertimbangan 

iyuridis iyang iterdiri idari idakwaan iJaksa iPenuntut iUmum, iketerangan isaksi-saksi, 

iketerangan iterdakwa, ialat ibukti idan ipasal-pasal iyang idilanggar. iAdapun ipertimbangan 

inon-yuridis iyang iterdiri idari ilatar ibelakang iperbuatan iterdakwa, iakibat iperbuatan 

iterdakwa, ikondisi iterdakwa ipada isaat imelakukan iperbuatan iserta ihal-hal ilain iyang iterkait 

idalam itindak ipidana iyang idilakukan iterdakwa. i 

Menurut iRusli iMuhammad imengemukakan ibahwa ipertimbangan ihakim idapat 

idibagi imenjadi i2 i(dua) ikategori, iyakni : 

Pertimbangan iyuridis idan ipertimbangan inon-yuridis, iPertimbangan iyuridis iadalah 

ipertimbangan ihakim iyang ididasarkan ipada ifakta-fakta iyuridis iyang iterungkap idalam 

ipersidangan idan ioleh iUndang-Undang iditetapkan isebagai ihal iyang iharus idimuat idi idalam 

iputusan imisalnya iDakwaan iJaksa ipenuntut iumum, iketerangan iterdakwa, iketerangan isaksi, 

ibarang-barang ibukti, idan ipasal-pasal idalam iperaturan ihukum ipidana. iSedangkan 



 

 

ipertimbangan inon-yuridis idapat idilihat idari ilatar ibelakang, iakibat iperbuatan iterdakwa, 

ikondisi idiri iterdakwa, idan iagama iterdakwa. i 

Fakta-fakta ipersidangan iyang idihadirkan, iberorientasi idari ilokasi, iwaktu ikejadian, 

idan imodus ioperandi itentang ibagaimana itindak ipidana iitu idilakukan. iSelain iitu, idapat ipula 

idiperhatikan ibagaimana iakibat ilangsung iatau itidak ilangsung idari iperbuatan iterdakwa, 

ibarang ibukti iapa isaja iyang idigunakan, iserta iapakah iterdakwa idapat 

imempertaggungjawabkan iperbuatannya iatau itidak. 

Apabila ifakta-fakta idalam ipersidangan itelah idiungkapkan, ibarulah ihakim 

imempertimbangkan iunsur-unsur idelik iyang ididakwakan ioleh ipenuntut iumum. 

iPertimbangan iyuridis idari idelik iyang ididakwakan ijuga iharus imenguasai iaspek iteoritik, 

ipandangan idoktrin, iYurisprudensi, idan iposisi ikasus iyang iditangani, ibarulah ikemudian 

isecara ilimitatif iditetapkan ipendiriannya. iSetelah ipencantuman iunsur-unsur itersebut, idalam 

ipraktek iputusan ihakim, iselanjutnya idipertimbangkan ihal-hal iyang idapat imeringankan iatau 

imemberatkan iterdakwa. 

Undang-Undang iNo. i48 iTahun i2009 iPasal i5 iayat i(1) iyang imengemukakan ibahwa :  

Hakim iwajib imenggali, imengikuti, idan imemahami inilai-nilai ihukum idan irasa 

ikeadilan iyang ihidup idalam imasyarakat. iKetentuan iini idimaksudkan iagar iputusan 

ihakim isesuai idengan ihukum idan irasa ikeadilan imasyarakat. i 

Jadi, ihakim imerupakan iperumus idan ipenggali inilai-nilai ihukum iyang ihidup idi 

ikalangan irakyat. iOleh, ikarena iitu iia iharus iterjun ike itengah-tengah imasyarakat iuntuk 

imengenal, imerasakan idan imampu imenyelami iperasaan ihukum idan irasa ikeadilan iyang 

ihidup idalam imasyarakat. 

Berkaitan idengan ihal iini iAchmad iAli imengemukakan ibahwa, idikalangan ipraktisi 

ihukum, iterdapat ikecenderungan iuntuk isenantiasa imelihat ipranata iperadilan ihanya isekedar 

isebagai ipranata ihukum ibelaka, iyang ipenuh idengan imuatan inormatif, idiikuti ilagi idengan 



 

 

isejumlah iasas-asas iperadilan iyang isifatnya isangat iideal idan inormatif, iyang idalam 

ikenyataannya ijustru iberbeda isama isekali idengan ipenggunaan ikajian imoral idan ikajian iilmu 

ihukum i(normatif). 

Menurut iBismar iSiregar imengemukakan ibahwa, iseandainya iterjadi idan iakan iterjadi 

ibenturan ibunyi ihukum iantara iyang idirasakan iadil ioleh imasyarakat idengan iapa iyang 

idisebut ikepastian ihukum, ijangan ihendaknya ikepastian ihukum idipaksakan idan irasa 

ikeadilan imasyarakat idikorbankan. 

Faktor-faktor iyang iharus idipertimbangkan isecara isosiologis ioleh ihakim idalam 

imenjatuhkan iputusan iterhadap isuatu iperkara, iantara ilain : 

a. Memperhatikan isumber ihukum itak itertulis idan inilai-nilai iyang ihidup idalam 

imasyarakat. i 

b. Memperhatikan isifat ibaik idan iburuk idari iterdakwa iserta inilai-nilai iyang imeringankan 

imaupun ihal-hal iyang imemperberatkan iterdakwa i 

c. Memperhatikan iada iatau itidaknya iperdamaian, ikesalahan, iperanan ikorban. i 

d. Faktor imasyarakat iyakni ilingkungan idimana ihukum itersebut iberlaku iatau iditerapkan. i 

e. Faktor ikebudayaan, iyakni isebagai ihasil ikarya icipta idan irasa iyang ididasarkan ipada 

ikarsa imanusia idalam ipergaulan ihidup. i 

Dari isemua iuraian idi iatas idapat idisimpulakan ibahwa iperbuatan iterdakwa idapat 

idibuktikan isecara isah idan imemenuhi isemua iunsur-unsur itindak ipidana i“pencurian idengan 

ikekerasan” iyang ididakwakan ioleh ipenuntut iumum iyaitu ipada ipasal i365 iAyat i(1) idan 

iAyat i(2) ike-1 idan ike-2. iDan ioleh ikarena iitu ihakim itelah imempertimbangkan idengan 

isebaik imungkin iuntuk ihukuman iyang idijatuhkan ikepada itersangka iAldi iSaputra iyaitu 

idengan imelihat ikembali iundang-undang iPeradilan iAnak, iyang ipada idasarnya iseorang 

ihakim itidak isemenah-menah iuntuk imemutuskan ihukuman ivonis ibagi ipelaku itindak ipidana 

ianak iakan itetapi iseorang ihakim iharus iberpatokan ipada iundang-undang iPeradilan iAnak 



 

 

iyang iberlaku, idan ihal iini isudah imemenuhi isemua iunsur idari iundang-undang iperadilan 

ianak itersebut. 

Dalam imemutus isebuah iperkara, iseorang ihakim iharus imempertimbangkan iberbagai 

ihal, iyang idiantaranya iyaitu isurat idakwaan, ituntutan iJaksa iPenuntut iUmum, iketerangan 

isaksi idan iketerangan iterdakwa iserta ihal-hal iyang idianggap iperlu iuntuk idijadikan isebagai 

ibahan ipertimbangan. iSemua ihal itersebut imembutuhkan iperhatian iagar idapat imenggali 

ifakta-fakta isehingga ihakim idapat imemperoleh isebuah ikeputusan iyang imendekati irasa 

ikeadilan iagar isemua ipihak iyang iterkait imerasa ipuas idengan ikeputusan iyang idibuat ioleh 

ihakim. 

Hakim idalam ikasus iini imemberikan iputusan iyang ilebih iringan idibanding idengan 

ituntutan iJaksa iPenuntut iUmum. iPutusan itersebut idapat imenjadikan iperbaikan idalam ihal 

iini iperbaikan idiri ibagi ipara iterdakwa iyang itergolong imasih iAnak i(Antara i12 iTahun 

idengan i18 iTahun). 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian-uraian hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan, 

selanjutnya penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Penerapan ihukum iterhadap iTindak iPidana iPencurian idengan ikekerasan idalam iPutusan 

iNomor i: i05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr, ioleh iPenuntut iUmum idigunakan idakwaan 



 

 

itunggal iyaitu iPasal i365 iayat i(2) ike-1 idan ike-2 iKUHPidana idan itelah isesuai idengan 

iketentuan ipidana imateril iyang iberlaku idan isyarat idapat idipidananya iterdakwa, ihal iini 

ididasarkan ipada ipemeriksaan idan ifakta-fakta iyang iterungkap idi ipersidangan, idimana 

ialat ibukti iyang idiajukan ioleh iJaksa iPenuntut iUmum iyaitu iketerangan isaksi-saksi idan 

ibarang ibukti ibersesuaian idengan iketerangan iterdakwa iyang imengakui iperbuatan iyang 

itelah idilakukannya. iSehingga imajelis iHakim imenyatakan iperbuatan iterdakwa itelah 

imemenuhi iunsur-unsur itindak ipidana iyang ididakwakan ioleh iJaksa iPenuntut iUmum 

iyaitu iyaitu iPasal i365 iayat i(2) ike-1 idan ike-2 iKUHPidana. 

2. Pertimbangan ihukum ihakim idalam imenjatuhkan ipidana ipencurian idengan ikekerasan 

iyang idilakukan ioleh ianak idalam iPutusan iNomor: i05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr isudah 

itepat. iHakim idalam ikasus iini imemberikan iputusan iyang ilebih iringan idibanding 

idengan ituntutan iJaksa iPenuntut iUmum. iPutusan itersebut idapat imenjadikan iperbaikan 

idalam ihal iini iperbaikan idiri ibagi ipara iterdakwa iyang itergolong imasih iAnak i(Antara 

i12 iTahun idengan i18 iTahun). 

 

B. Saran 

Saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Kepada penegak hukum, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menjatuhkan putusan 

seharusnya tidak hanya berorientasi kepada pelaku tindak pidana melainkan juga perlu 

difikirkan sejauh mana dampak perbuatan pelaku tersebut bagi para korban. 

2. Kepada orang tua Aldi Saputra, diharapkan agar betul-betul mendidik anaknya dengan 

baik agar kejadian tersebut tidak terulang lagi dalam hidupnya. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

A. Buku-Buku 

 

Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, Asaz-Asaz Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1991. 

 

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. 

 

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2004. 

 

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008. 

 

Aroma Elmina Marta, Perempuan Kekerasa dan Hukum, UII Press, Jogyakarta, 2003. 

 

CST. Kansil. Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum Untuk Perguruan Tinggi. Sinar Grafika. 

Jakarta, 1992. 

 

Leden Marpaung. Asas Teori Praktek Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2005. 

 

Mochtar Lubis. Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Jakarta, 1985. 

 

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000. 

 

Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2003. 

 

M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. 

 

R. Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. 

 



 

 

R. Soesilo. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia, Bogor, 1998. 

 

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press. Jakarta, 2006. 

 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 1995. 

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1986. 

 

Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty. Yogyakarta, 2003. 

 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI), 

Rineka Cipta, Jakarta. 2006. 

 

S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-

Petehean, Jakarta, 1986. 

 

B. Peraturan Perundang-Undangan 

 

Undang-Undang Dasar 1945 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

 

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  

 

Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr 

 

 

C. Jurnal/Skripsi 

 

Andi Siti Asma Kurnia. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan 

Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan 

No.206/Pid.B/2013/PN. Mks). Skripsi.  Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014. 

 

M. Deni Mareza Putra. Disparitas Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian 

Dengan Kekerasan (Studi Putusan No.2 / Pid.Sus-Anak/2015/PN.KBU dan Studi 

Putusan No.6/ Pid.Sus-Anak/ 2014/ PN.KBU). Skripsi. Universitas Lampung. 

Bandar Lampung, 2016. 

 

D. Kamus 

 

Emilia Setyoningtyas. Kamus Trendy Bahasa Indonesia. Apollo. Surabaya. 2002. 

 

 

E. Website Internet 

 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-pekanbaru/direktori/ 


	COVER HUKUM.pdf (p.1)
	ABSTRAK.pdf (p.11)
	KATA PENGANTAR.pdf (p.12-14)
	DAFTAR ISI.pdf (p.15-16)
	SKRIPSI.pdf (p.17-80)

